PUTUSAN
Perkara Nomor: 14/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indosesjutnya disebut Komisi yang
memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5adahIA Undang-undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraaingsaha Tidak Sehat terkait Jasa
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesiamur Tengah, yang dilakukan

Olen: oo -

1. Terlapor | : GAMCA (Gulf Approved Medical Centre As sociation), selanjutnya
disebut GAMCA, yang beralamat kantor di Jl. Tebet Timur IV/F Nd., Jakarta
Selatan 12820; ------m-mm-mm e -

2. Terlapor Il : Kilinik/ Medical Centre Afiat, selanjutnya disebut Afiat, yang
beralamat kantor di Jl. Dewi Sartika No. 2B LantaiGedung STIKES Binawan,

JaKarta TiMUL; =-=-m-mmmm e o e e e e e

3. Terlapor 1l : Klinik/ Medical Centre Al-Hikmah, selanjutnya disebut Al-
Hikmah, yang beralamat kantor di JI. Asem Baris No. 15efdlakarta Selatan; ------

4. Terlapor IV : Klinik/ Medical CentreAmalia, selanjutnya disebut Amalia, yang
beralamakantor di JI. Dewi Sartika No. 349, Cawang, Jaka&maur; -------------------

5. Terlapor V : Klinik/ Medical CentreAmanah MP, selanjutnya disebut Amanah
MP, yang beralamat kantor di JI. Tebet Raya No. 31¢Tdakarta Selatan; ------------

6. Terlapor VI : Klinik/ Medical CentreAn-Nur, selanjutnya disebut An-Nur, yang
beralamat kantor di JI. KH. Abdullah Syafei No. T2bet, Jakarta Selatan; -------------

7. Terlapor VII : Klinik/ Medical Centre Ar-Rahmah, selanjutnya disebut Ar-
Rahmah, yang beralamat kantor di Jl. Rawamangun Muka BB@t 1, Jakarta

LI e

8. Terlapor VIII : Klinik/ Medical Centre Ar-Raudah, selanjutnya disebut Ar-
Raudah, yang beralamat kantor di JI. Tebet Raya No. 77adalSelatan;---------------

9. Terlapor IX : Klinik/ Medical CentreAr-Ridha, selanjutnya disebut Ar-Ridha,
yang beralamat kantor di JI. Kampung Melayu Besar18, Jakarta Timur; ------------

10. Terlapor X : Klinik/ Medical CentreAssa’adah, selanjutnya disebut Assa’adah,

yang beralamat kantor di JI. Tebet Timur Dalam Rdga58, Jakarta Selatan; ---------
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Terlapor Xl : Klinik/ Medical Centre Avida, selanjutnya disebut Avida, yang
beralamat kantor di JI. Cipinang Cempedak Rayad\Bolonia, Jakarta Timur; -------
Terlapor Xl : Klinik/ Medical Centre Azzahra, selanjutnya disebut Azzahra,
yang beralamat kantor di JI. Dewi Sartika No. 35@wang, Jakarta Timur;-------------
Terlapor XllI : Klinik/  Medical CentreBakthir, selanjutnya disebut Bakthir, yang
beralamat kantor di JI. Raya Condet No. 6, Cihljtdakarta Timur;----------=--=--=------
Terlapor XIV : Klinik/ Medical CentreDewi Sartika, selanjutnya disebut Dewi
Sartika, yang beralamat kantor di JI. Raya Condet No. 3@rda Timur; ---------------
Terlapor XV : Klinik/ Medical CentreFatahillah, selanjutnya disebut Fatahillah,
yang beralamat kantor di JI. Abdullah Syafei, Gyg®&eluru Blok A No. 18 Tebet,
JakKarta; --------mm e
Terlapor XVI : Klinik/ Medical CentreHaji MCU-RS, selanjutnya disebut Haji

MCU-RS, yang beralamat kantor di JI. Raya Bekasi No. 122 Bakarta Timur; -----
Terlapor XVII : Klinik/ Medical CentreHaninah, selanjutnya disebut Haninah,
yang beralamat kantor di JI. Budi No. 20, CawangywDSartika, Jakarta Timur; -------
Terlapor XVIII : Klinik/  Medical Centrelnsani, selanjutnya disebut Insani,yang

beralamat kantor di JI. Basuki Rahmat No. 18, Jakémur;

Terlapor XIX : Klinik/ Medical Centre Moslem, selanjutnya disebut Moslem,
yang beralamat kantor di JI. Mesjid Condet No.J&karta Timur;------------------------
Terlapor XX : Klinik/ Medical CentreNur Huda, selanjutnya disebut Nur Huda,
yang beralamat kantor di JI. Otista Ill No. 13A,i6@ Nanas, Jakarta Timur; ----------
Terlapor XXI : Klinik/ Medical CentreRayhan, selanjutnya disebut Rayhanyang
beralamat kantor di JI. Tebet Timur Dalam Raya N@&, Jakarta Selatan; --------------
Terlapor XXII : Klinik/ Medical Centre Salamat, selanjutnya disebut Salamat,
yang beralamat kantor di JI. KH. Abdulah Syafi'iudang Peluru Blok A No. 18
Tebet, Jakarta; ------------m-mm oo
Terlapor XXIII : Klinik/ Medical Centre Setu, selanjutnya disebut Setuyang
beralamat kantor di JI. Raya Setu No. 3 Setu, QipgyJakarta Timur; ------------------
Terlapor XXIV : Klinik/ Medical Centre Tihama, selanjutnya disebut Tihama,

yang beralamat kantor di Jl. Asem Baris Raya NAA-B, Kebon Baru, Jakarta

Selatan;----=-===mmmemm e e
Terlapor XXV : Klinik/ Medical CentreTirta Husada, selanjutnya disebut Tirta
Husada, yang beralamat kantor di JI. Dr. Saharjo No. 1WM@nggarai, Jakarta

Selatan; --------m-mmm s s
Terlapor XXVI : Klinik/ Medical Centre Zam-zam, selanjutnya disebut Zam-
Zam, yang beralamat kantor di JI. Otto IskandardinageRNo. 119, Jakarta Timur; -
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mengambil Putusan sebagai berikut: -==---=-===mmmm e

Majelis KOMISI: ==-mnmmmmmm e oo
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumam gedrkara ini; ------------------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----=--=-====-======m-mmmmmmmmommeeeoe
Setelah mendengar keterangan para Saksi;------=====--=-=-==mmmmomemmomm oo
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendakh it

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutaf;--------------=--=--=---------

Setelah membaca tanggapan/pembelaan/pendapatoferap

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selsajdisebutBAP” );---------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima lapdaaggal 25 Nopember 2008
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undaagg Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan tindakan GAMCA melalui sarana lkasen anggotanya menetapkan

biaya pemeriksaan kesehatan CT®te bukti L1);----

2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi danefitian atas laporan tersebut,
maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lgmglan jelas; -------------------------

3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap jelas tersebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Nomor: 65/KPPU/PEN/VI/200@dal 15 Juni 2009 tentang
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-@/288itung sejak tanggal 15
Juni 2009 sampai dengan tanggal 27 Juli 20@f pukti A1); ---------------=----=-om-m--—-

4. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya KepRussiden Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemamdbttara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaillifaur Nasional dan Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja damdmagrasi, dan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik IndonesmmoNoSKB/06/M.PAN/6/2008
tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersanadn 2009, maka pada tanggal 07
Juli 2009 Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 7GKAPEN/VII/2009 tentang
Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasanatamdinan Perkara di KPPU
dengan menetapkan penyesuaian jangka waktu Peraangankara Nomor: 14/KPPU-
L/2009 menjadi sejak tanggal 15 Juni 2009 sampagate 28 Juli 2009v{de Bukti
ABB); = e

5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Ralnda, Tim Pemeriksa

menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undadgag Nomor 5 Tahun 1999.
Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agaefiesaan dilanjutkan ke tahap
Pemeriksaan Lanjutan dengan menambah dugaan gdaaggaran yaitu Pasal 11 UU
No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Komisi menerbitkeand®apan Komisi Nomor:
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79/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentargmRriksaan Lanjutan Perkara
Nomor 14/KPPU-L/2009 sejak tanggal 29 Juli 2009 paindengan tanggal 27 Oktober
2009 (ide bUKLi A7 2); —=m-mmmmmmm e e

. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan LanjutakafRe14/KPPU-L/2009, Tim
Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpagga Pemeriksaan Lanjutan, maka
Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 240/KPPURK/2009 tanggal 28
Oktober 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan taanRerkara 14/KPPU-L/2009,
dengan jangka waktu 28 Oktober 2009 sampai dengBesember 2009vide bukti
AL B e

. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Meaetelah mendengar

keterangan dari Terlapor dan para Saksi, selargulieyerangan tersebut telah dicatat
dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dara Saksiv{de bukti B1-
B D)

. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkanglitiedan menilai sejumlah

surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti yaing diperoleh selama pemeriksaan

dan penyelidikan; -—-=--=~=-~=-=—==~==mm e
. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan PEmeriksa membuat Laporan
Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokals&pagai berikut: -------------------

9.1 POSISI KASUS === e

9.1.1 Dugaan Pelanggaran --------======mmmmmmm oo
Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undan§ Nahun 1999 yang
dilakukan oleh klinikiedical centrésarana kesehatan yang tergabung dalam
Gulf Approved Medical Centre Associatig@AMCA) di Jakarta terkait
dengan penetapan tarif dan kuota pada jasa pemaaniksesehatan Calon

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Timur Tengah

9.1.2 Identitas Terlapor -------=-mmm oo oo e e e
9.1.2.1 Terlapor 1, GAMCA (Gulf Approved Medical Centre
Association) beralamat kantor di JI. Tebet Timur IV/F No. 11,
Jakarta Selatan 12820, dibentuk berdasarkan AktaridoNo. 3
tanggal 3 Februari 2006 dihadapan Trismorini AsmaveH.,
Notaris di Jakarta dengan tujuan antara lain metab@amerintah
RI dalam pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan atekaga
Indonesia, serta melaksanakan pembinaan dan pesgaweapada
anggota GAMCA dalam hal standar mutu pemeriksaanstindar
tarif pemeriksaan bersama dengan instansi pemleriGaAMCA
beranggotakan 25 (dua puluh lima) pelaku usahaeb&uk sarana

kesehatamedical centeyang saling bersaing. GAMCA menerima
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pembayaran slot dari sarana kesehatadical centersebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI. Da@imbayaran
tersebut, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu ripiaisimpan
dalam rekening GAMCA, dan setelah 3 (tiga) bulangutersebut
dikembalikan kepada masing-masing Kklinik secarapgrsional.
Pembayaran slot tersebut disetorkan melalui regeGAMCA di
Bank Mandiri. Kegiatan GAMCA yang menerima pembayaslot
dari anggotanya, merupakan bentuk kegiatan usai lyartujuan
untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan bBag&k
Mandiri hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluhdimbu rupiah)
per CTKI. Dengan demikian, GAMCA merupakan pelalsaha
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka N&Jb
Tahun 1999.; -----m-mmmm oo
9.1.2.2 Terlapor II, Klinik/ Medical CentreAfiat, beralamat kantor di Jl.
Dewi Sartika No. 2B Lantai 1 Gedung STIKES Binawadalah
pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pesaan
kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timugdlgnyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KesehBRoublik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang PerwrahAtas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/Vi200
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadmatées€alon
Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke LugeNeanggal
10 JuNi 2009; ---m-==mmmmm e e e
9.1.2.3 Terlapor I, Klinik/ Medical Centre Al-Hikmah, beralamat
kantor di JI. Asem Baris No. 15, Tebet Jakarta t8e|adidirikan
berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 9 Desenf#il8
dihadapan Rina Diani Moliza, S.H., Notaris di J&&amerupakan
pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yangralkerdalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kelpnesia
ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan KepantiMenteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/002
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan
618/ MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Beday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasg akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
9.1.2.4 Terlapor 1V, Klinik/ Medical Centre Amalia, beralamat di Jl.
Dewi Sartika No. 349, Cawang, Jakarta Timur, dkdini
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9.1.2.5

9.1.2.6

9.1.2.7

berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 9 Septen2094
dihadapan Hadijah, S.H., MKn., Notaris di Jakamgrupakan
pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yangralkerdalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kelpnesia
ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan KepantiMenteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan
618/ MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Beday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasg akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
Terlapor V, Klinik/ Medical CentreAmanah MP, beralamat di Jl.
Tebet Raya No. 31, Jakarta Selatan, didirikan lsartan Akta
Nomor 9 tanggal 4 April 2002 dihadapan Elliza Asregws.H.
Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbdPduseroan
Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pemenmiksssehatan
Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yditggapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Repuldiniesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseh&ianm€aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Nega&ggal 10 Juni
2009, -m-m e
Terlapor VI, Klinik/ Medical CentreAn-Nur, beralamat di JI. KH.
Abdullah Syafei No. 12, Tebet, Jakarta Selatan,iridah
berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 20 Juli 2000 diban Ny.
Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta, merupgi@aku usaha

berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jaseefiksaan
kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timugdlenyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KesehR&publik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang PerwrahAtas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/Vi200
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadmatées€alon
Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke LugeNéanggal
10 JuNi 2009; ----=m=mmmmm e e e
Terlapor VII, Klinik/ Medical Centre Ar-Rahmah, beralamat di
JI. Rawamangun Muka Barat No. 1, Jakarta Timur,irideh

berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 13 November 2i0@dapan

halaman 6 dari 59



Elliza Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta, merupakataku usaha
berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak daldendijasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesi@imur
Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan HKlente
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/002
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan
618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Beday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasig akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
9.1.2.8 Terlapor VI, Klinik/ Medical CentreAr- Raudah, beralamat di
JI. Tebet Raya No. 77, Jakarta Selatan, didirikeraldsarkan Akta
Notaris Nomor 1 tanggal 1 September 2005 dihad®yataris di
Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Persdredmatas
yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesel@dlon
Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ket
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Repuldidniesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehiianm@aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Nege&ggal 10 Juni
20009, -
9.1.2.9 Terlapor IX, Klinik/ Medical CentreAr-Ridha, beralamat di Jl.
Kampung Melayu Besar No. 13, Jakarta Timur, adalataku

usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksesgh&tan
Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yditeggapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Repuldiniesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseh&ianm€aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Nega&ggal 10 Juni
2009, -mm e
9.1.2.10Terlapor X, Klinik/ Medical Centre Assa’adah, beralamat di Jl.
Tebet Timur Dalam Raya No. 58, Jakarta Selatanlahdaelaku

usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksasgh&tan
Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yditegapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Repuldidnkesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegartu
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Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehiianm@aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negegdgal 10 Juni
20009, -
9.1.2.11Terlapor XIl, Klinik/ Medical Centre Avida, beralamat di Jl.

Cipinang Cempedak Raya No. 5, Polonia, Jakarta iididirikan
berdasarkan Akta Notaris Nomor 106 tanggal 23 AGI09
dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., réotdi
Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasanbergerak
dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon deKaga
Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan ber#dasar
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseh&ian€aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negegdgal 10 Juni
20009, -m-m
9.1.2.12Terlapor XIl, Klinik/ Medical Centre Azzahra, beralamat di Jl.
Dewi Sartika No. 352, Cawang, Jakarta Timur, dkdin
berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 21 Maret 200@d#pan H.
Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaksaha

berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak daldendijasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indohkesi@imur
Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan HKlente
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehétan
618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana BReday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasig akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
9.1.2.13Terlapor Xlll, Klinik/ Medical CentreBakthir, beralamat di Jl.
Raya Condet No. 6, Cililitan, Jakarta Timur, diklm berdasarkan
Akta Nomor 12 tanggal 31 Oktober 2008 dihadapanidéul
Vicestra, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelalsaha
berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak daldendijasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indohkesi@imur
Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan HKlente
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02
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Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehétan
618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Reday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasig akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
9.1.2.14Terlapor XIV, Klinik/ Medical CentreDewi Sartika, beralamat di
JI. Raya Condet No. 39, Jakarta Timur, adalah peleaha yang
bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Tanaga
Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkarddsarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseh&ian€aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Nega&ggal 10 Juni
2009, -m-m e
9.1.2.15Terlapor XV, Klinik/ Medical CentreFatahillah, beralamat di JI.
Abdullah Syafei, Gudang Peluru Blok A No. 18 Teh#tkarta,

adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidanggmariksaan

kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timugdignyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KesehBRoublik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/V1/2009 Tentang PerwraAtas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/Vi200
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon
Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke LugeNeéanggal
10 JuNi 2009; ---mmmmmm e
9.1.2.16Terlapor XVI, Klinik/ Medical CentreHaji MCU-RS, beralamat
di JI. Raya Bekasi No. 122 B-C, Jakarta Timur, adgelaku usaha
yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesel@dlon
Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ket
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Repuldidnkesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseh&ian€aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeggal 10 Juni
2009, -mm e
9.1.2.17Terlapor XVII, Klinik/ Medical CentreHaninah, beralamat di JI.

Budi No. 20, Cawang, Dewi Sartika, Jakarta Timuidirckan
berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 19 Oktdk@05
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dihadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di Jakamarupakan
pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yangrakrdalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kelpnesia
ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Kepatienteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/@02
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan
618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Beday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasig akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
9.1.2.18Terlapor XVIII, Klinik/ Medical Centrelnsani, beralamat di Jl.
Basuki Rahmat No. 18, Jakarta Timur, didirikan laeetkan Akta
Notaris Nomor 1 tanggal 8 Mei 2008 dihadapan Salbig®ioegeng,
S.H., Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usahdoehaik
Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang@msariksaan
kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timugdlenyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KesehR@oublik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang PerwrahAtas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/Vi200
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon
Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke LugeNéanggal
10 JuNi 2009; ---mm-mmm e e
9.1.2.19Terlapor XIX, Klinik/ Medical Centre Moslem, beralamat di Jl.
Mesjid Condet No. 39, Jakarta Timur, adalah pelakaha yang
bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Tanaga
Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkarddsarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang
Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseh&ian€aaga
Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Nega&ggal 10 Juni
2009, -m-m
9.1.2.20Terlapor XX, Klinik/ Medical CentreNur Huda, beralamat di JI.
Otista 1l No. 13A, Kebon Nanas, Jakarta Timur, idizn
berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 tanggal 24 Nowwani998

dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakamarupakan
pelaku usaha berbentuk Yayasan yang bergerak datiang jasa

pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesiaimur
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Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kente
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/002
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan
618/ MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Beday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasg akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
9.1.2.21Terlapor XXI, Klinik/ Medical CentreRayhan, beralamat di Jl.
Tebet Timur Dalam Raya No. 113, Jakarta Selatadirikin
berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 16 September Ai@&lapan
Zulkifli Wildan, S.H., MBA, MK.n, Notaris di Jakaat merupakan
pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yaggrakrdalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kelpnesia
ke Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan KepntiMenteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/@02
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan
618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Beday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasg akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
9.1.2.22Terlapor XXII, Klinik/ Medical CentreSalamat, beralamat di Jl.
KH. Abdulah Syafi'i, Gudang Peluru Blok A No. 18 e, Jakarta,
adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang@msariksaan
kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timugdignyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KesehBRoublik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/V1/2009 Tentang Perw@raAtas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/Vi200
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon
Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke LugeNeéanggal
10 JuNi 2009; ---mmmmmm e
9.1.2.23Terlapor XXIII, Klinik/ Medical Centre Setu, beralamat di JI.
Raya Setu No. 3 Setu, Cipayung, Jakarta Timur,ahdgklaku
usaha yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksasgh&tan
Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yditegapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Repuldidnkesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegaru
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang

Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Keseh&ian€aaga
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Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Nega&ggal 10 Juni

2009, -m-m e
9.1.2.24Terlapor XXIV, Klinik/ Medical CentreTihama, beralamat di JI.

Asem Baris Raya No. 3 A-B, Kebon Baru, Jakarta tdelaadalah

pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa pdesaan
kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timugdignyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KesehR@oublik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/V1/2009 Tentang PerwraAtas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/Vi200
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon
Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke LugeNdanggal
10 JuNi 2009; ---mmmmmm e
9.1.2.25Terlapor XXV, Klinik/ Medical CentreTirta Husada, beralamat
di JI. Dr. Saharjo No. 113, Manggarai, Jakarta t8aladidirikan
berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 2 Mei 1996 dipada
Budiarti Karnadi, S.H., Notaris di Jakarta, merugalelaku usaha
berbentuk Yayasan yang bergerak dalam bidang jaseefiksaan
kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timugdignyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KesehBRioublik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/V1/2009 Tentang PerwraAtas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/Vi200
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon
Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke LugeNeéanggal
10 JuNi 2009; ---mmmmmm e e
9.1.2.26Terlapor XXVI, Klinik/ Medical CentreZam-Zam, beralamat di
JI. Otto Iskandardinata Raya No. 119, Jakarta Tinaudgirikan
berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 3 Aprd@@ihadapan
H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, merkiga pelaku
usaha berbeentuk Perseroan Terbatas yang bergaeak didang
jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja dsiorke
Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputidanteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan
618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana BReday
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indogasg akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009;-——--------------
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9.1.3 Fakta Tentang GAMCA dan Keanggotaannya------------=-==-========-==----
9.1.3.1 GCC(Gulf Cooperation Counciladalah Dewan Kerjasama negara-
negara Teluk (Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Sa@lfinan, Qatar
dan Kuwait) yang mengelola hal-hal mengenai keseh&tnaga
kerja asing pada klinikiedical centressarana kesehatan;--------------
9.1.3.2 GAMCA adalah suatu lembaga koordinasi kliniedical
centrdsarana kesehatan yang sudah mendapat pengesatan da
GCC. Asosiasi GAMCA terdapat di tiap negara yang meamkan
tenaga kerja ke negara-negara anggota GCC;, ——------------
9.1.3.3 Anggota GAMCA adalah klinikhedical centrisarana kesehatan
yang sudah disetujui oleh Dewan Eksekutif Kemeatekesehatan
antar negara teluk untuk melaksanakan pemeriksasehlatan
sebelum pemberangkatan terhadap tenaga kerja yamgb&kerja
di negara-negara yang tergabung dalam GCC; -——-----------
9.1.3.4 GAMCA dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 3 tasg@
Februari 2006 dengan tujuan antara lain membanteRetah RI
dalam pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan tenaga k
Indonesia, serta melaksanakan pembinaan dan pesgawapada
anggota GAMCA dalam hal standar mutu pemeriksaanstindar
tarif pemeriksaan bersama dengan instansi pemleriata----------
9.1.3.5 GAMCA Indonesia merupakan satu-satunya asosiasy yhapat
melakukan pemeriksaan kesehatan untuk CTKI tujuamuil
Tengah. Anggota GAMCA di Indonesia terdiri dari @a puluh
lima) klinik/medical centrisarana kesehatan; -----------------------—-—-
9.1.3.6 Bahwa untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatdfi ke
Timur Tengah, kliniklhedical centrksarana kesehatan harus
memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuaepartemen
Kesehatan dan negara penerima (GCC); --------————--=-=--=-=-—-
9.1.3.7 Berdasarkan peraturan Dewan Eksekutif KementeriaseKatan
Negara-negara GCC tentang ketentuan pemeriksaaehdtas
tenaga kerja asing yang akan bekerja di negararaégab melalui
Dewan Kerjasama Teluk terdapat ketentuan mengetanggaran-

pelanggaran yang dapat dikenakamalty sebagai berikut:----------

No. Jenis Pelanggaran Penalti

1. | Ketidakteraturan laporan triwulan dan ketidakakan informasi Peringatan

2. | Tidak adanya kwitansi pembelian peralatan, pgiapan, serta bahan Peringatan

kimia/reagen yang digunakan dalam pemeriksaan ké&seh
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Tidak melakukan pembayaran fee tahunan kepadaD Eksekutif.

USD 3.000

4. | Medical Centre berpindah lokasi tanpa ijin d2eivan Eksekutif.

Pencabutan Lisen

)

Medical centre berpindah lokasi ke tempat yaitgkt memenuh

syarat.

Pencabutan Lisensi

6. | Tidak membayar denda dalam waktu yang telamtikan.

Skorsing 3 bulan

7. | Membuka cabang medical centre tanpa persetigebrlumnya dar

Dewan Eksekutif

Pencabutan Lisensi

8. | Terbukti ada kerjasama (partnership, kepemildwanership, hubungal

keluarga/relation antara medical centre dan ag@iipJ

h Pencabutan Lisensi

9.1.3.8 Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, terdéedierapa

anggota GAMCA yang dikenakan sangsmaltykarena melanggar
ketentuan yang telah ditetapkan oleh GCC. Klinikg/aikenakan

sanksi/penalty adalah Afiat, Zam-zam, Moslem, dataTHusada.

(vide bukti B61, B71);--------=-mmmmmmm o m oo

9.1.4 Fakta Tentang Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan CTKF------------------
9.1.4.1 Bahwa pada tanggal 23 April 2007, Direktur JendeBaha

Pelayanan Medik (selanjutnya disebut Dirjen Yanmed)
mengirimkan surat No. LA.00.5.2.2359 kepada Ketumubh
Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia
(HIPTEK) perihal Tarif Normatif Pemeriksaan KesematCTKI.
Surat tersebut antara lain menyatakan:-------——-----------------
9.1.4.1.1. Tarif yang disarankan untuk negara tujuan Saudbiara
Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab sebesar Rp.350.000,0
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);----------——---------
9.1.4.1.2. Di lapangan terdapat tarif biaya pemeriksaan yang
berbeda antara sarana kesehatan yang berdampak
mengorbankan kualitas dari SOP; --------------——----
9.1.4.1.3. Diperlukan peran asosiasi yang kuat untuk dapat
mengharmonisasikan sarana kesehatan CTKI dalam satu

WAAAN; ===

9.1.4.1.4. Departemen Kesehatan hanya membuat pola tarif untuk
RS vertikal. RS Daerah ditentukan oleh daerah mgasin
masing dengan peraturan daerah, sedangkan swekta ol
pemiliknya masing-masing; ----------------==-======-=-=---

9.1.4.1.5. Penetapan besaran tarif masing-masing
unit/laboratorium dapat mempedomani pola tarif yang
sudah dihitung tersebut; -----------------=- - — -
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9.14.2

9.14.3

9.14.4

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007, Deputi BidangeP@atan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenagga K
Indonesia (BNP2TKI) No. B.24/PEN-
PD/X/2007 kepada Ketua Umum HIPTEK perihal Penetaparif
Normatif, yang pada pokoknya menyatakan: ----——------------
9.1.4.2.1.Untuk menghindari

mengirimkan  surat

persaingan tarif antara sarana

kesehatan yang menyebabkan turunnya kualitas

pemeriksaan kesehatan CTKI dan dipulangkannya
tenaga kerja Indonesia dari Negara penempatan, maka
diperlukan penetapan pola tarif pemeriksaan keaahat
yang diatur oleh Departemen Kesehatan RI; ---------

9.1.4.2.2.0leh karena penetapan pola tarif pemeriksaan késmeh
tersebut masih dalam proses finalisasi maka BNP2TKI
menyetujui penggunaan pola tarif berdasarkan $wat
LA.00.5.2.2359. Tarif normative tersebut hanya dapa
digunakan untuk sementara waktu hingga menunggu

penetapan pola tarif yang dikeluarkan oleh Depatem

Kesehatan RI;
9.1.4.2.3. Apabila Departemen Kesehatan RI telah menerbitkan

penetapan pola tariff pemeriksaan kesehatan, maka

ketentuan dalam surat No. LA.00.5.2.2359 tidakaberl

lagi;
Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Dirjen Yanmedarbitkan

pola tarif pemeriksaan kesehatan CTKI yang dibuetddsarkan
tarif terendah di Balai Besar Laboratorium Kesehma(BBLK)

sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nahibahun
2006 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Peneriiizgiara Bukan

Dalam pola tarif tersebut disampaikan range taterndah dan

tertinggi dalam pemeriksaan kesehatan CTKI, seldzgydiut: ------

Tabel. 1. Pola Tarif Pemeriksaan Kebatan CTKI

z
©

Pokok Item

Uraian ltem

Tarif Terendah
(Rp.)

Tarif Tertinggi
(Rp.)

Tim Medis

30.000

60.000

Laboratorium

Urine Rutin

11.000

22.000

Darah Rutin

17.000

34.000

Golongan Darah

6.000

12.000

Darah Malaria

5.000

10.000

Glukosa

8.000

16.000

PINo|g AW

Ureum

9500

19.000

Kreatinin

10.000

20.000
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9. SGOT 11.000 22.000
10. SGPT 11.000 22.000
11. Alkali Phospatase 10.000 20.000
12. TPHA 13.500 27.000
13. VDRL 15.000 30.000
14. HbsAg 67.500 135.000
15. HbeAg 67.500 135.000
16. HbeAb 53.500 107.000
17. Anti HIV 61.500 123.000
18. Opiat 30.000 60.000
19. Canabis 30.000 30.000
20. Faeces 16.000 32.000
21. Cholesterol Total 10.000 20.000
22 Sputum BTA 5.000 10.000
23. Protein 8.500 17.000
Total/Albumin

24. Tes Kehamilan 15.000 30.000
25 Rontgen Thorak 35.000 70.000
26. | EKG 50.000 100.000
27. | Audiometri 60.000 120.000
28. | Spirometri 75.000 150.000

9.1.4.5 Tarif terendah tersebut sesuai dengan tarif peseaik di BBLK,
sedangkan tarif tertingginya merupakan perhitung@6% (dua
ratus persen) dari tarif terendah; -----------——------------m oo ee -

9.1.4.6 Tarif pemeriksaan kesehatan untuk Timur Tengahaadaébagai

berikut:----------m oo
Tabel 2. Timur Tengah |
No ITEM Rp.
1 | TIM MEDIS 30.000| - 60.000
2 | RO Thorak 35.000 70.000
3 LABORATORIUM -
- Urin Rutin 11.000| - 22.000
- Darah Rutin 17.000 - 34.000
- Glukosa 8.000| - 16.000
- SGOT 11.000| - 22.000
-SGPT 11.000| - 22.000
- Alkali Phospate 10.000 - 20.000
- TPHA 13.500| - 27.000
- VDRL 15.000 | - 30.000
HbsAg 67.500| - 135.000
Anti HIV 61.500 | - 123.000
Tes Kehamilan 15.000 30.000
306.500| - 597.000

9.1.4.7 Bahwa masing-masing negara penerima sudah menatajeka-

item pemeriksaan kesehatan yang baku bagi CTKI yakean

masuk ke negara tersebut; ----------==-mmmmm e

9.1.5 Fakta tentang Tarif Jasa Pemeriksaan Kesehatan CTK]
9.1.5.1 Bahwa sebelum Dirjen Yanmed menerbitkan pola tagfjadi
perang tarif pemeriksaan kesehatan diantara an@GydtéCA yang

berada dikisaran tarif Rp.150.000,00 (seratus lipuduh ribu

FUPIAN); ===mmmm e e o e e e e e
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9.15.3

9.1.5.2 Bahwa berdasarkan Pola Tarif yang diterbitkan ol@ijen

Yanmed sebagaimana disebutkan dalam butir 9.1ida6ad, maka

hampir seluruh anggota GAMCA mempedomani pola targebut

dan menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKlesseb

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa tarif yang diterapkan oleh masing-masing ategGAMCA

untuk jasa pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur dlerggtelah

diterbitkannya Pola Tarif oleh Dirjen Yanmed adalaébagai
berikut (vide C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C200C12, C13,
C14, C30, C34, C35, C36, C39, C56, C57, C58, CHM, C61,

C64, C66, C67, C77):

Tabel 3. Tarif masing-masing klinik

No. Klinik Tarif (Rp.)

1. | Afiat di skors oleh GC(C
2. | Al-Hikmah 300.000 — 350.000
3. | Amalia 300.000 — 325.000
4. | Amanah MP 275.000 — 300.000
5. | An-Nur 300.000 — 375.000
6. | Ar-Rahmah 300.00(
7. | Ar-Raudah 300.00(
8. | Ar-Ridha 300.000 — 350.000
9. | Assa’adah 290.000 — 300.000
10. | Avida 290.000 — 300.000
11. | Azzahra 250.000 — 300.000
12. | Bakthir 275.000 — 300.000
13. | Dewi Sartika 280.000 — 285.0Q0
14. | Fatahillah 300.00(
15. | Haji MCU 250.000 — 300.000
16. | Haninah 300.00(
17. | Insani 275.000 — 300.000
18. | Moslem di skors oleh GCC
19. | Nurhuda 275.000 — 300.000
20. | Rayhan 300.00(
21. | Salamat 300.000 — 350.000
22. | Setu 325.000 — 350.000
23. | Tihama 300.000
24, | Tirta Husada Tutup (dulu 275.000)
25. | Zam-zam di skors oleh GCC

9.1.5.4 Bahwa dengan tarif Rp.300.000,00 (tiga ratus rilppiah) masing-

9.155

masing klinikimedical centrisarana

kesehatan

mendapat

keuntungan antara 15 — 25 % (lima belas persergaidga puluh

lima persen);

Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan hampir selurutikiihedical

centrdsarana kesehatan mengakui adanya kesepakataa Bsaar

mengenai tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timengah
yang berkisar antara Rp.300.000,00 — Rp.350.00@¢j68 ratus
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ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rdgigvide bukti
B53, B54, B66, B70, B72, B75, B76, B81); ----------------=--=-----
9.1.5.6 Alasan penetapan tarif ini adalah demi menjaga itasal
pemeriksaan kesehatan. Tanpa ada penetapan tardwditirkan
akan terjadi persaingan yang mengarah pada peaaiighingga
menyebabkan menurunnya kualitas pemeriksaan datarbpak
pada jumlah CTKI yang dinyatakamfit oleh negara penempatan; -
9.1.5.7 Berdasarkan keterangan Para Terlapor, kesepakat#n yang
berada di kisaran Rp.300.000,00 — Rp.350.000,0@ (tatus ribu
rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupialklpk efektif karena
ada beberapa Kklinikledical centre yang menetapkan tarif
pemeriksaan kesehatan dibawah tarif kesepakatarer&gea
klinik/medical centre tersebut menulis Rp.350.000(figa ratus
lima puluh ribu rupiah) dalam kuitansi, namun p&dayataannya

pembayaran yang diterima hanya Rp.300.000,00 ¢(adas ribu

FUPIAN); == m e m o e
9.1.5.8 Berdasarkan keterangan beberapa Terlapor dalam rigsaan
perbedaanf ta
pemeriksaan CTKI untuk yarfg danunfit. CTKI yang dinyatakan
fit dikenakan tarif sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah)

sedangkan untuk yangnfit dikenakan tarif Rp.150.000,00 (seratus

lanjutan, beberapa terlapor menerapkan

lima puluh ribu rupiah) atau 50% (lima puluh pejséari tarif
CTKI yang dinyatakafit. (vide Bukti B63, B68, B70); ---------------
9.1.6 Fakta tentang Kuota; --------=-====mmm s oo
9.1.6.1 Bahwa rata-rata jumlah CTKI tujuan Timur Tengahgaliperiksa
oleh masing-masing anggota GAMCA setiap bulannyaladd
sebagai berikut: ----==-==== =
Tabel 4. Jiah CTKI yang diperiksa per bulan

No. Klinik Rata-rata CTKI
yang diperiksa per
bulan

1. | Afiat 200 — 1000
2. | Al-Hikmah 1200 — 1500
3. | Amalia 1000 — 1200
4. | Amanah MP 1000 — 1800
5. | An-Nur 1000 - 1500
6. | Ar-Rahmah 800 — 1000
7. | Ar-Raudah 500 — 800
8. | Ar-Ridha 1200 — 1500
9. | Assa’adah 1000 - 1500
10. | Avida 1000
11.| Azzahra 800
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9.1.6.2

9.1.6.3

9.164

9.1.6.5

9.1.6.6

12. | Bakthir 1500

13. | Dewi Sartika 1125 - 1892
14. | Fatahillah 400 — 500
15.| Haji MCU 1000 — 1350
16.| Haninah 550 — 1500
17.| Insani 500 - 800
18.| Moslem 400

19.| Nurhuda 1000 — 1500
20.| Rayhan 1400 — 1500
21.| Salamat 1500

22.| Setu 1000

23.| Tihama 1000 - 1100
24.| Tirta Husada 500 - 600
25.| Zam-zam 1000 - 1250

Peraturan dan ketentuan pemeriksaan kesehataratkagg asing
yang akan bekerja di negara-negara Arab melalui dbew
“GAMCA is responsible for directing expatriates fmedical check
up to authorized health centres by the executiadof the health
ministers council for CC states, in such away tcuse equal
distribution of those expatriates to the medical centr@SAMCA
adalah sebuah lembaga koordinasi yang mengaralakam tenaga
asing untuk melaksanakan pemeriksaan kesel{atadical check
up) pada medical centreyang diberi wewenang oleh Dewan
Eksekutif Kementerian Kesehatan Negara CC daenjamin
pendistribusian CTKI tersebut dilakukan secara merda); -------
Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Ketua GAM2kam
pemeriksaan menyatakan bahwa ketentwequal distribution
merupakan permintaan dari GCC untuk dapat memaddir
kapastias/lkemampuanedical centrelalam memeriksa CTKI guna
meningkatkan kualitas pemeriksaan CTKI. (vide buB&3, B58,
B59, B61, B70, B72, B78);
Di Indonesia, tiap bulan kuota di bagi sama ratpakla seluruh

anggota GAMCA sesuai dengan perkiraan jumlah CTd€igyakan
berangkat ke Timur Tengah, dengan toleransi seld@8ar(sepuluh
persen). Dengan pembagian seperti itu maka perkitasaran
kuota tiap bulannya berubah-ubah tergantung petkirpumlah
CTKI yang akan berangkat ke Timur Tengah. (videtbB&3, B59,
B61, B68, B71, B73, B74, B78, B81); -----------—— ==

Bahwa untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehathadiap

CTKI, masing-masing klinikhedical centrisarana kesehatan harus
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melakukan pembelian slot senilai Rp.100.000,00 afasr ribu
rupiah) per CTKI yang dapat disetorkan ke rekerta#®gVICA atau
dibayarkan secara tunai ke GAMCA. Dari biaya teuseb
Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per QTKkan
dikembalikan kepada masing-masing klinik, peric8liiga) bulan
sekali, sedangkan Rp.25.000,00 (dua puluh lima riguah) per
CTKI merupakan biaya untuk penggunaan sistem irdésim
medical check ugSismed); ----------===-mmmmm oo
9.1.6.7 Pengembalian Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribpiah) per
CTKI tersebut pada periode pertama dibagi rata depseluruh

Klinik/ Medical Centre namun pada periode berikutnya,
pengembalian Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribyiab) per
CTKI dibagikan secara proporsional sesuai dengarg y@isetor
oleh masing-masing Klinikdedical Centre ------------=-----=-mnemcumun-
9.1.6.8 Kebijakan mengenai pembagian kuota yang diikuti gden
pembelian slot dilakukan untuk mengendalikan haggrMedical
Centretidak menetapkan tarif dibawah tarif yang telabegakati,
yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dakalgus untuk
menjaga kualitas pemeriksaan. (vide bukti B54, BB82, B66,
B72, B73, B76); ---mmmmmmm oo

9.1.6.9 Terdapat klinikinedical centre yang hanya memberlakukan

pemeriksaan sidik jari kepada CTKI yang dinyatakanSetelah
CTKI dinyatakan fit, baru dilakukan pemeriksaanrbedrik (vide
BUKLi B66); === mmmm e mmm oo
9.1.6.10GAMCA memberikan peringatan kepada Kklimigdical centre
apabila klinikinedical centretersebut telah menggunakan hampir

seluruh kuota + batas toleransi 10% (sepuluh pgrgang telah
disepakati bersama (vide bukti B59); ---------——------------------
9.1.7 Fakta tentang Sistem Sidik Jarifinger print dan Foto Biometrik; ---------
9.1.7.1 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009, Dirjen Yanmed
mengeluarkan Surat Edaran No. YM.02.17/V/467/09 aklep
seluruh  klinikinedical centrssarana kesehatan yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut: --------——---------------
9.1.7.1.1. Agar sarana kesehatan melakukan pemeriksaan
kesehatan CTKI sesuai dengan standart yang bedaku;
9.1.7.1.2. Seluruh sarana kesehatan diharapkan mempergunakan

Sistem Sidik Jari atafinger print dan foto Biometrik
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untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen hasil
pemeriksaan kesehatan;------------=--=-=== s -
9.1.7.1.3. Dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan di
sarana kesehatan CTKI harus dapat
mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan kesehatan
yang dikeluarkan sesuai dengan kode etik profes—
9.1.7.1.4. ljin penetapan sebagai sarana kesehatan pemeriksa
kesehatan CTKI dapat ditinjau kembali apabila

pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tidak sesuai

standart; -------------m-m s
9.1.7.2 Pada tanggal 23 Februari 2009, Deputi Bidang Peatnp
BNP2TKI mengeluarkan surat edaran No. B.142/PER00S
kepada sarana pemeriksa kesehatan CTKI — TKI dirgel
Indonesia untuk menindaklanjuti Surat Edaran yartgrigtkan
oleh Dirjen Yanmed diatas. Surat edaran tersebutyatakan agar
pelaksanaan sistem sidik jari dan pas foto ataméiok sistem
diharapkan terkoneksi dengan Sistem Pelayanan ItameiKartu
Tenaga Kerja Luar Negeri (SPPKTKLN) BNP2TKI. Untutk
seluruh sarana kesehatan dapat mengakses langseng Kk

SPPKTKLN dengan menggunakarser ID dan passwordyang

telah dibagikan;-------=---==-= oo

9.1.8 Fakta Lain; —------m-mmmmmm oo oo oo e
9.1.8.1 Aturan mengenai pola tarif yang dikeluarkan olelnjdd Yanmed

merupakan harga acuan yang layak untuk pemerikdsesehatan.
Apabila tarif pemeriksaan kesehatan di bawah padaif, t
dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitamep&saan
kesehatan. Dirjen Yanmed tidak melakukan kontrahadap
pelaksaan pola tarif yang ditetapkannya karend trdampunyai
anggaran khusus. Menurut Departemen Kesehatan,irsaging
melakukan kontrol terhadap kualitas pemeriksaatabhdasosiasi,
dalam hal ini GAMCA. Yide bukti B47);
9.1.8.2 BNP2TKI menyatakan bahwa pola tarif pemeriksaanelkatan

CTKI sekaligus kontrol mengenai pelaksanaannya pakan
domain dari Departemen Kesehatamdé bukti B51); ----------------
9.1.8.3 Berdasarkan keterangan dari Direktur Penempatamgeeikerja
Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrds

terdapat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antaratekien
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Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmig¢aagigal 8
Desember 2004. Pasal 5 SKB tersebut menyebutkankeden
berwenang menyeleksi dan mengakreditasi kimédical centre
sedangkan Menaker berwenang menunjuk kimédical centre
tersebut. {ide bukti B52); ------=====mmmmm oo

9.2 Analisis

Berdasarkan

fakta-fakta yang diperoleh selama Hksa@an Lanjutan, Tim

Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: --——----------=-=------eemem oo

9.2.1 Tentang Pasar Bersangkutan ----------=--=-=-emm oo

9.21.1

9.2.1.2

9.2.1.3

9214

Bahwa pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angkdJdMo. 5
Tahun 1999 adaladdalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usalag &arang

dan atau jasa yang sama atau sejenis atau subistirs barang

dan atau jasa tersebut --------==-==-mmmm oo
Bahwa geographical marketdalam perkara ini adalah tempat
kedudukan GAMCA dan klinikhedical centrisarana kesehatan
anggota GAMCA di Jakarta; --------=-==-======mmmmmmmmm oo
Bahwa product marketdalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan

ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKirker Tengah;
Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalamarngetki

adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke rTireagah

9.2.2 Tentang Penetapan Tarif Pemeriksaan Kesehatan CTkk------------------

9.221

9.22.2

Tarif jasa pemeriksaan kesehatan CTKI pada dasdetgfa diatur
oleh Pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Yanmisd
PL.04/V/1153/07 sebagaimana disebutkan dalam batir4.4
bagian Tentang Pola Tarif Pemeriksaan kesehatanl.CSurat
Edaran tersebut mengatur tarif dengan menggunalekkamsme
batas bawah dan batas atas untuk tiap item peraanks------------
Bahwa mekanisme penetapan tarif dengan mengguretas atas
dan batas bawah untuk tiap item pemeriksaan tersaharusnya
membuka peluang cukup besar bagi klim&gtical centrisarana
kesehatan untuk menentukan tarif jasa pemeriksasehlatan
dengan nilai yang bervariasi, sesuai dengan pedpuiu struktur
biaya masing-masing klinikiedical centressarana kesehatan. Oleh
karena itu Tim Pemeriksa menilai penetapan tariingréksaan
kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus mipiah)
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yang dilakukan oleh anggota GAMCA telah meniadakan
persaingan yang sehat diantara sesama anggota GAMEGA-----
9.2.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undefagg No.
5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian adsaietiu
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk methkgik diri
terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengara rapapun,
baik tertulis maupun tidak tertulis; ----------——----=---msmmemm -
9.2.2.4 Bahwa kesepakatan secara lisan antara para an@GtaCA
sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 9.1.5d&asdi
menunjukkan adanya perjanjian antara seluruh angG&MCA
yang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undangb N@hun
1999, mm
9.2.2.5 Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terlapor dan beg&#ran

tarif pemeriksaan kesehatan masing-masing khméfical centre
sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 9.1.5128da5.3 di
atas, membuktikan telah terjadi kesepakatan diamtara Terlapor
yang merupakan anggota GAMCA untuk menetapkan tarif
pemeriksaan kesehatan CTKI yang akan bekerja dufihengah
sebesar Rp. 300.000,00 — Rp. 350.000,00 (tiga mdbusrupiah
hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Alasaanimgkatan
kualitas pemeriksaan kesehatan sebagaimana disebutélam
angka 9.1.5.6 di atas tidak dapat dijadikan alasank menetapkan
tarif antar sesama Kklinikdedical centrésarana kesehatan karena
penetapan tarif tidak menjamin peningkatan kualgesieriksaan
kesehatan CTKI; —-----m-mmmmmmmm oo
9.2.3 Tentang Periode Penetapan Tarif; ----------=--==-—mmmmm s
9.2.3.1 Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Edaran DirjemnYed No:
PL.04/Vv/1153/07, tarif jasa pemeriksaan kesehaf@idl®e Timur
Tengah ditetapkan sebesar Rp.350.000,00 (tiga tatss puluh

ribu rupiah). Hal ini merujuk pada persetujuan BNIRR melalui
Surat No. B.24/PEN-PD/X/2007 tertanggal 4 Oktob@072 yang
ditujukan kepada HIPTEK yang berisi persetujuarggenaan pola
tarif yang ada dalam Surat Dirjen Yanmed Nomor 08.5.2.2359;
9.2.3.2 Bahwa dalam pemeriksaan didapatkan fakta tarif pesaeriksaan
kesehatan CTKI ditetapkan setelah diterbitkannyaatS&daran
Dirjen Yanmed No. PL.04/Vv/1153/07. Berdasarkan datdrsebut

diatas, Tim Pemeriksa menilai bahwa periode peaetajarif
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9.2.4 Tentang Penetapan Kuot&'equal distribution”;

9.24.1

9.24.2

9.24.3

9.24.4

9.24.5

pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah sebesar
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditetapkdehoanggota
GAMCA setelah Dirjen Yanmed menerbitkan Surat Edalo.
LA. 00.5.2.2359; -mmmmmmmmmm oo

Bahwa kebijakan pembagian kuota atagual distribution
sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 9.1.6149dh6.5
diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kesepalditartara Para
Terlapor yang difasilitasi oleh GAMCA untuk mengatiesaran
kuota CTKI yang dapat diperiksa oleh masing-masSiedapor; ----
Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakambagian
kuota atauequal distributionmaka Para Terlapor juga sepakat
untuk memberlakukan kebijakan pembelian slot sebesa
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI seiragaa
disebutkan dalam fakta angka 9.1.6.6 diatas; ——---------------
Tim memandang kebijakan pembelian slot dipergunaetagai
salah satu alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijpenetapan
tarif pemeriksaan kesehatan CTKI diantara para @tagg
GAMCA/Para Terlapor agar tetap berada dikisararB&p000,00
— Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tegas lima puluh
ribu rupiah) dan sekaligus untuk mengefektifkan ijddan
pembagian kuota atdaqual distribution”; ----------=--=--====-mmmmu-
Tim menilai biaya pembelian slot sebesar Rp.10Q@@seratus
ribu rupiah) yang telah disepakati oleh para arggBAMCA
adalah keuntungan yang sengaja disisihkan dan trdeduk dalam
komponen biaya produksi masing-masing klimktical centrg
karena pengembalian Rp.75.000,00 (tujuh puluh lilba rupiah)
per CTKI dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan; —--------------
Berdasarkan penghitungan selisih tarif pemeriks@ail yang
berada pada kisaran Rp.300.000,00 — Rp.350.000¢@0r&tus ribu
rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ngien
pengembalian slot sebesar Rp.75.000,00 (tujuh plik ribu
rupiah), maka tim menyimpulkan besarnya biaya pkedu
ditambah dengan keuntungan untuk pemeriksaan keseRdKI
maksimal hanya sebesar Rp.225.000,00 — Rp.275@00@ ratus
dua puluh lima ribu rupiah hingga dua ratus tujukup lima ribu

rupiah) per CTKI. Tarif tersebut jauh lebih renddibandingkan

halaman 24 dari 59



dengan pola tarif minimal yang ditetapkan oleh &irjyanmed
sebagaimana disebutkan dalam tabel 2 di atasnHale@mbuktikan
bahwa pola tarif tersebut tidak dipedomani olehgatg GAMCA, -
9.2.4.6 Walaupun terdapat fakta bahwa beberapa anggota GAbEZani
memberikan tarif di bawah Rp.300.000,00 (tiga ratbs rupiah),
tim menilai hal tersebut merupakan kebijakan masnaging
klinik/ medical centreuntuk mengurangi komponen biaya produksi

maupun margin  keuntungan perusahaannya dan tidak

9.2.4.7 Walaupun dalam Peraturan dan ketentuan pemerikdsssghatan
tenaga kerja asing yang akan bekerja di negararmégab melalui
Dewan Kerjasama Teluk diatur mengetegjual distribution” akan
tetapi aturan tersebut tidak dapat serta merteagian di Indonesia.
GAMCA seharusnya menyesuaikan aturan GCC tersebngaah
aturan hukum di Indonesia, mengingat Para Terlapelakukan
kegiatan usaha di Indonesia dan sudah sepatutnglakiidan patuh
pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehaga diketahui,
Kebijakan “equal distribution” atau pembagian kuota tidak sesuai
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangarignd
undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha TidalaSgmng antara
lain bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yamgkisif melalui
terciptanya persaingan usaha yang sehat dan manjeepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orancggaé praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat gdingbulkan

pelaku usaha;

9.3 KeSIMPUIAN -=-mmmmmm oo e oo e e
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta danlkalkti berupa keterangan para
Terlapor, keterangan saksi, keterangan Pemeristatg dokumen-dokumen yang
diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lamjo¢akesimpulan ditemukan
bukti kuattelah terjadi pelanggaran Pelanggaran Pasal 5 daal R1 Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh kimgdical centrisarana
kesehatan yang tergabung dald@Bulf Approved Medical Centre Association
(GAMCA) di Jakarta terkait dengan penetapan tarén dkuota pada jasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indo(@§ldl) ke Timur Tengah; ---

10.Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemankkanjutan, Tim Pemeriksa
merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilak@kaang Majelis Komisiide

PUKLT ALB3); —-mmmmmm oo o
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11.Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan eRgran Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor: 149/KPPU/PEN/XI1/2009 tah§gdDesember 2009 tentang
Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/20@&lam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terig mulai tanggal 9 Desember 2009
sampai dengan 25 Januari 20¢@€ bukti A184); --------=-mmmmmmmmm oo

12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majebisiiki, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor: 266/KPPU/KEP/XI11/2009 taafj§ Desember 2009 tentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis KomisamalSidang Majelis Komisi
Perkara Nomor 14/KPPU-L/2009ide bukti A185);

13.Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dal@mang Majelis Komisi,

maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Peng&@easaingan Usaha menerbitkan
Surat Tugas Nomor: 1400/SJ/ST/XII/2009 tanggal Sdb&ber 2009v{de bukti A186);

14. Menimbang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6ada®010, para Terlapor yaitu
GAMCA, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Ramah, Ar-Raudah, Ar-
Ridha, Assa’adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewrtika, Fatahillah, Haji MCU-RS,
Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, Salam#tama, Tirta Husada, dan
Zam-Zam memberikan kuasa kepada AH. Wakil Kamal, I8H, Ahmad Taufik, SH,
Fahmi Syakir, SH, Mohammad Tohir, SH, Mulyadi M.ilkdm, SH, M.Sc, dan Igbal
Tawakal Pasaribu, advokat pada Masyarakat Hukurankesla yang beralamat di Jl.
Bunga No. 21 Jakarta Timur 13140 untuk mewakilindempingi dan membela hak
serta kepentingan hukum para Terlapor dalam Peiard 4/KPPU-L/2009, membuat
dan menandatangani serta mengajukan pendapatatdelaan dan melakukan upaya
hukum termasuk mengajukan keberatan untuk itti——--------=--==-==mmemmmmmmm oo

15.Menimbang atas dasar Surat Kuasa tersebut, daldam@Majelis Komisi tanggal 11
Januari 2010, para Terlapor yang diwakili oleh kudsikumnya menyampaikan
Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhag@apalcaHasil Pemeriksaan Lanjutan
yang pada pokoknya menyatakan sebagai bende bukti B111, C114-C140): --------
15.1 Tentang Perubahan Perilaku; --------=-==mmm s

Para Terlapor Principal pada saat pemeriksaan pahdm tidak pernah
diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan merpbalaku sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1), (2) Jo. P&salyét (2) huruf g Peraturan
KPPU No. 1/2006. Hal ini menunjukkan bahwa prosakum yang ada di
KPPU tidak konsisten dengan apa yang diatur dalamaté@an KPPU No.
1/2006, sehingga hal ini telah melanggar prindye process of lawang

mengakibatkan laporan lanjutan adalah cacat hukamtidak dapat dijadikan
dasar dalam perkara ini, oleh karenanya perkaraadalahperkara yang

PIEMALUL ;== mm e oo
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15.2 Tentang GAMCA ;] —---==mmmmmm oo
15.2.1 GAMCA tidak memenuhi unsur pasal 1 angka 5 Undamipng No

15.2.2

15.2.3

5/1999 yaitumenyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi karena GAMCA tidak melakukan pemeriksaan
kesehatan, yang melakukan pemeriksaan kesehatanlahada
klinik/medical centrisarana kesehatan anggota GAMCA. GAMCA
merupakan sebuah lembaga koordinasi yang mengarahkan tenaga
asing untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatadi¢al check Up
pada medical centeryang diberi wewenang oleh Dewan Eksekutif
Kementerian Kesehatan Negara Arab di Teluk dan aneinj
pendistribusian CTKI tersebut dilakukan secara taera----------------
Tuduhan KPPU yang berdasarkan atas kegiatan GAMG@AQYy
menerima pembayaran slot dari para anggotanya m@leaapbentuk
kegiatan usaha yang bertujuan mendapatkan keumtunggri
pendapatan bunga bank Mandiri hasil deposit RpOD0D (tujuh
puluh lima ribu rupiah) adalah tidak benar, karsekama ini GAMCA
mengembalikan jumlah hasil deposit para anggotédm@gerta dengan
bunganya, dan pembagiannya didasarkan atas juridalyang telah
dibayarkan oleh anggota GAMCA; ------==-===== s e
Oleh karena itu GAMCA bukanlah pelaku usaha kardiuak

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekprem---------

15.3 Tentang Penetapan Tarif; -------=-=--m-mmmmmm e

15.3.1

15.3.2

Tuduhan KPPU yang menyatakan telah terjadi keseépak@iantara
para Terlapor dalam suatu rapat GAMCA untuk merketaptarif
pemeriksaan kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000R)®.350.000,00
(tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima pulibu rupiah) adalah
tidak benar, karena dalam rapat anggota GAMCA ysglgenarnya
adalah membahas dan menganjurkan agar mempedorokanitgpif
yang dikeluarkan Departemen Kesehatan Direktoradelal Bina
Pelayanan Medik (Dirjen Yanmed) dengan surat NoO#\/1153/07.
Dalam rapat tersebut tidak ada pengambilan ketetdpa kesepakatan
lisan yang harus dipatuhi anggota GAMCA perihaainiarif layanan
pemeriksaan CTKI ke Timur Tengah dengan hapges sebesar
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atau3&p000,00 —
Rp.500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga lim@s ribu rupiah);----
Terdapat ketidakkonsistenan tuduhan mengenai besaaif

pemeriksaan kesehatan CTKI dimana pada Laporan KgRjian 1V
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angka 17 disebutkan Rp.300.000,00 (tiga ratus nilpiah) sedangkan
pada bagian IV angka 20 disebutkan Rp.300.000,&p.-350.000,00
(tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puldbu rupiah).
Ketidakkonsistenan tuduhan mengenai besaran tagifigakibatkan
laporan KPPU menjadi cacat hukum dan tidak ada dtepmahukum
bagi para Terlapor sehingga sulit untuk melakukemligelaan; ----------
15.3.3 Anggapan bahwa terjadi peniadaan persaingan sé&rahch anggota
GAMCA juga tidak terbukti, karena masing-masingiiimempunyai
harga yang sangat variatif/berbeda, sehingga pgaaiyang terjadi
diantara anggota GAMCA adalah sehat; ---------———=-=--=--==mnemeu---
15.3.4 Jadi tuduhan dalam laporan KPPU mengenai penettgiényang
dilakukan oleh Para Terlapor adalah tidak terb@dcara sah dan
meyakinkan, karena Para Terlapor berpedoman padatupmn
perundang-undangan yaitu Surat Keputusan Dirjenm¥éah Juncto
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1158/Menkes/SKIB08
Juncto pasal 49 Undang-undang No. 39 Tahun2004----------------
15.4 Tentang Kartel;---------=mmmmmmmmm oo e e

15.4.1 Ketentuanequal distribution merupakan peraturan dari Dewan kerja
Sama Teluk (GCC), bukan permintaan atau kesepakeatag diatur
dalam Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan dan KeteReareriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja Asing yang akan bekerjaedama-negara
Arab melalui Dewan Kerja Sama Teluk. Ketentesyual distribution
merupakan jaminan agar klinik/medical center/sar&aaehatan di
Indonesia dalam memberikan layanan pemeriksaarh&&se kepada
CTKI yang akan dikirim ke negara-negara teluk sesdengan
kemampuan/kapasitas yang dimiliki oleh  klinikimedical
centefsarana kesehatan tersebut; ---------------=--=mmmmmmmmem oo

Equal distribution bukanlah kuota sebagai pembatasan, namun
pembagian CTKI sesuai dengan kemampuan/kapasitak/kiedical

centrdsarana kesehatan dalam melayani pemeriksaan kasebaKil

ke Timur Tengah;-------===mmmm oo e

Bahwa besaran 10% (sepuluh persen) bukanlah resikelsepakatan
Para Terlapor yang difasilitasi oleh GAMCA, melankketentuan
GCC yang harus dipatuhi oleh anggota GAMCA yangikiiya pasti

! Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 teftangmpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indodiglsisar Negeri:

(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaasekatan dan psikologi yang diselenggarakan oleima&esehatan dan lembaga
yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yamngjdk oleh pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksssghatan dan psikologi bagi calon TKI dan perkarjusarana kesehatan dan
lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psike@gigaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebijul dengan Peraturan
Menteri.
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15.4.2

telah terdaftar dan diberi lisensi oleh GCC sehenddparuskan untuk
mematuhi ketentuan GCC. Ketentuan mengenqail distributiondan
besaran 10% (sepuluh persen) tersebut faktanyialdaipatuhi oleh
seluruh anggota GAMCA, karena beberapa anggota GANGtru
ada yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan ®&KTimur
Tengah melewati ketentuan besaran 10% (sepulukrpeersebut atau

GAMCA tidak pernah mengendalikan harga dengan parabagian
kuota yang diikuti dengan pembelian slot. GAMCAakdpernah
membuat kebijakan pembagian kuota, slot terselmgsinya hanyalah
untuk mengetahui jumlah pemeriksaan yang dilakudtah klinik atau
sebagai pendataan CTKI yang diperiksa. Jadi tidmlabjika dikatakan
klinik harus melakukan pembelian slot untuk dapaélakukan
pemeriksaan kesehatan CTKI. Penggunaan slot adalatuk
pendataaan CTKI yang dilakukan pemeriksaan keseha&h klinik
susuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan guneagan sidik
jari. Klinik tetap dapat melakukan pemeriksaan kasgn CTKI tanpa
pembelian slot dan ada banyak pemeriksaan keseyhatandilakukan
oleh klinik anggota GAMCA dengan tujuan negara Tinfiengah
tanpa melakukan pembelian slot, akan tetapi dajpaistikan bahwa
klinik tersebut dalam melakukan pemeriksaannyaktigi@nggunakan

sistem Sidik jari; ~---===mm=mmmmmmmmm e

Sistem sidik jari bertujuan untuk pendataan CTKhgamelakukan
pemeriksaan kesehatan di Klinik dan menghindarngalgpemalsuan
dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, dan bukark umémgontrol
tarif. Jadi tidak ada hubungan antara equal didgioh, besaran 10%
(sepuluh persen) dan pembelian slot. Depnakertmagialui jaringan
sistem Komputerisasi Tenaga kerja Luar Negeri (213KLN) juga
pernah menerapkan sistem slot yang fungsinya ymtunklataan CTKI
yang diperiksa kesehatannya pada klinik pemeriksalkatan CTKI; ---
Biaya Rp.75.000,00/CTKI (tujuh puluh lima ribu rapi per CTKI)

MEIUPAKAN:  ====mmmmmmmm e e

(1) Uang muka yang harus dibayar oleh perusahaan Patemp
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam méseeri
kesehatan CTKI. Hal ini diberlakukan karena selamderjadi
hutang piutang yang belum dibayar PPTKIS kepadakkIBiaya
Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersekamudian
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15.4.3

15.4.4

dijadikan tabungan anggota GAMCA, dan kemudian
dikembalikan lagi kepada anggota GAMCA beserta boyga---

(2) Tabungan Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupighga
digunakan untuk membeli peralatan kesehatan detefaologi
terbaru dalam memeriksa kesehatan untuk peningkathadap
kualitas layanan pemeriksaan kesehatan;

(3) Apabila sewaktu-waktu CTKI dipulangkan karena ataszedis
(unfit) maka uang tersebut digunakan untuk membalgarda
kepada PPTKIS sebagai pengganti klaim senilai USIDAL —
USD 1.200 (seribu dollar amerika hingga seribu daas dollar
amerika) per CTKI; =--m-mmmmmm oo

Menurut doktrin, Kartel Kuota adalah pembagian wwdu pasar
diantara para pesaing usaha. Kartel kuota bertujudmk menaikkan
tingkat harga. Agar dapat dikatakan sebagai pesjari{artel harus
memenuhi antara lain: ------=====-=-mmmmmm o
(1) Terdapat perjanjian; -------=-=-=-==-=mmmmmmmme oo
(2) Perjanjian diatas haruslah dilakukan dengan pelaisaha

PESAINGNYA, ==-==========n=nmemememmemm oo ce e n e e e e
(3) Bertujuan untuk mempengaruhi harga; ----------------------------
(4) Tindakan mempengaruhi harga tersebut dilakukan aterggra
mengatur proses produksi dan/atau pemasaran bamgtau
Jasa tertentu; —-------mmmm oo
(5) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadiny@apean
CUMINQ; m= == o oo o o o s
Berdasarkan fakta-fakta hukum dan doktrin diat@dakiah terbukti ada

perjanjian baik tertulis atau lisan diantara angg@AMCA yang
bertujuan mempengaruhi harga dengan cara mengetduksi jasa
layanan pemeriksaan kesehatan CTKI yang mengakibaikrsaingan
usaha curang, karena biaya tarif telah ditetaplargan berpedoman
pada pola tarif berdasarkan peraturan perundangngach yaitu Surat
Keputusan Dirjen Yanmeduncto Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1158/Menkes/SK/XI11/2008uncto Pasal 49 Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2004 oleh karenanya Para Terlaplak tterbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undaagg No. 5
tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dasaitean Usaha
Tidak Sehat; ----------=-==m oo
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14.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padggdal 11 Januari 201@fiat

tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Paabeterhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan Lanjutan: ---------==mmemm e oo

15.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padegal 11 Januari 2010AI-

Hikmah menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaa $edalis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(videbukti C114, C117); -mmmmmmmmmm oo e

15.1

15.2

15.3

Al-Hikmah menetapkan harga sebesar Rp.300.000i68 (atus ribu rupiah)
dengan mengacu kepada Keputusan Pemerintah dalarmihBepartemen
Kesehatan Dirjen Yanmed melalui Surat No. LA.0Q0Z389 yang telah
menetapkan harga jasa pemeriksaan untuk CTKI tahe.306.500,00 (tiga
ratus enam ribu lima ratus rupiah) sampai batasggi Rp. 597.000,00 (lima
ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Karenakiotmengacunya pada harga
yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut akan ebafkan pelanggaran

Al-Hikmah menetapkan harga pada harga terendahaisedengan yang
ditetapkan oleh Dirjen Yanmed dengan melakukan pégidn ke bawah
dengan mempertimbangkan kapasitas penerimaan padiem Al-Hikmah

menetapkan harga lebih rendah dari Rp.300.0008¥ r@tus ribu rupiah) maka
akan ada kemungkinan penerimaan pasien yang lelkdr bSebaliknya, jika Al-
Hikmah menetapkan harga di atas Rp.300.000,00 &ges ribu rupiah) maka
kemungkinan akan kehilangan pasien; ---------———--=-mmmmm s e

Al-Hikmah mengoreksi besaran keuntungan dalam Ba® semula 30% (tiga
puluh persen) menjadi 20% (dua puluh persen) kabsham mencantumkan

satu item dan koreksi nilai item lainnya,; --------=—-=-=-=-=-=-=-mmmmmmm oo

16.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,

Amalia hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembeéaamastertulis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(videbukti C115, C118); =-=-=-=mmmmmmmmmmmmm e e e e e e e e

16.1

16.2

Amalia tidak pernah melakukan perjanjian baik lisaaupun tertulis dengan
pesaingnya sesanraedical centeruntuk menetapkan harga tertentu ataupun
perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatoduksi dan atau
pemasaran yang menyebabkan terjadinya praktek mobnafau persaingan

usaha tidak Sehat; —-------mmmmm e

Amalia menentukan harga dalam kisaran Rp.300.00@i@® ratus ribu rupiah)
sampai dengan Rp.325.000,00 (tiga ratus dua putwdh dibu rupiah) semata-
mata mengacu pada Surat Direktur Jenderal Yanmed LKRd00.5.2.2359
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17.

18.

tanggal 23 April 2007 dan juga mempertimbangkan digin pasar dan
pengurangan Profit Margin; -------=-=-mmm oo
16.3 Harga yang ditetapkan tersebut jauh lebih rendaihkégentuan tarif minimum
sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen YanmedPNd4/V/1153/07 tanggal
29 Oktober 2007 yang menetapkan harga Rp.306.5q0¢20ratus enam ribu
lima ratus rupiah). Namun perlu dicermati bahwaapaater Anti HCV (untuk
pemeriksaan hepatitis C) tidak tercantum dalanmksiruarif tersebut, padahal
parameter anti HCV termasuk parameter yang harperidsa. Biaya untuk
pemeriksaan Anti HCV merupakan biaya pemeriksaamakeal dibandingkan
pemeriksaan lainnya. Apabila mengambil patokan H®S8aja, maka
semestinya tarif minimum versi Depkes mencapai Rp@0,00 (tiga ratus

tujuh puluh empat ribu rupiah); -------=--======mmm-m oo

16.4 Amalia harus taat pada ketentugmles and regulation” GCC, khususunya
pasal 5 ayat 3, dan Surat Edaran Dirjen Yanmed Yd.02.17/V/467/09
tanggal 19 Februari 2009, selain daripada ketagtzta seluruh peraturan
perundangan yang berlaku;-------------=-=-=-mmm oo

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padagal 11 Januari 2010Ar-

Raudah menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaa sexdalis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknenyatakan Ar-Raudah

telah menerima bunga tabungan dari Rp.75.000,00h(fouluh lima ribu rupiah) dan

bunganya, sehingga terbukti bahwa GAMCA bukan nedap pelaku usahavile

BUKtl C122)); —-mmmmmmm oo

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,

Assa’adah hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaaaras tertulis
terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yanda paokoknya menyatakan
sebagai berikutvfde bukti C124); ---=--=mmmmm oo oo oo e

18.1 Assa’adah telah menerima bunga tabungan dari RRRGRO0 (tujuh puluh lima

ribu rupiah) berikut bunganya dan tidak benar GAM@&ndapat keuntungan
dari bunga tersebut; ---------m-m oo
18.2 Assa’adah tidak pernah mengadakan perjanjian deagalma sejenis mengenai
tarif. Assa’adah tidak menggunakan satu tarif atetapi menerapkan kisaran
tarif sebesar Rp.290.000,00 — Rp.300.000,00 (duss reembilan puluh ribu
rupiah hingga tiga ratus ribu rupiah) sesuai paldf pemeriksaan kesehatan
CTKI yang diterbitkan oleh Depkes RI.; --------——-mmm oo oo
18.3 Assa’adah dan beberapa anggota GAMCA tidak sepahdigmgan ketentuan
GCC mengenai €qual distributiofi dan besaran 10% (sepuluh persen).
Faktanya ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanad&ebukti jumlah CTKI
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yang diperiksa oleh klinik Assa’adah dan kliniknlaya setiap bulannya berbeda

secara signifikan; ---------=-mm-mmm o

19.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,

Az-Zahra menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaana tetalis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada poloknenyatakan menyangkut

masalah pola tarif pemeriksaan kesehatan yangpkan oleh Dirjen Yanmed sebesar

Rp.306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus afpikemungkinan diperuntukkan

bagi RS Pemerintah dan bukan untuk klinik swasaai dkan sangat wajar apabila

terjadi perbedaan dalam perhitungan harga diam&atau klinik swastavide bukti
CA26); ~mmmmmmm e -
20.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,

Bakthir menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaia sextalis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(Vide buKti C127); ==mmmmmmmm e e e

20.1

20.2

20.3
20.4

Bakthir telah menerima tabungan dari setoran RPOBOO0 (tujuh puluh lima
ribu rupiah) beserta bunganya. Dengan demikiarkiatiebenar bahwa GAMCA
mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut; -------------------mmmmmmm oo
Bakthir tidak pernah melakukan perjanjian penetapanga dengan pelaku
usaha pesaing; —----=--====m =
Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bakthiapdiulannya bervariasi; ----

Bakthir juga menetapkan harga yang bervariasi-——-------------------=-=------

21.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pad@gal 11 Januari 201@ewi

Sartika menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaia sedalis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(vide bukti C128); =---m-mmmmmmmm e memm e o e

21.1

21.2

Dewi Sartika mencabut keterangan dalam pemerikgaag menyatakan telah
menerima uang deposit yang disimpan dalam reker@®VICA tanpa

bunganya. Setelah dievaluasi ternyata data tersktait akurat, dan Dewi
Sartika telah menerima bunga tersebut yang ditegira proporsional. Hal ini
membuktikan bahwa GAMCA bukanlah pelaku usaha ssbwmna disebutkan
dalam Laporan KPP U, —----mmmmmmm e oo oo e e e

Dewi Sartika membantah adanya kesepakatan lisapuiaertulis dari anggota
GAMCA untuk menentukan tarif pemeriksaan CTKI tujuarab Saudi, yang
ada hanya himbauan untuk mengikuti pola tarif Segalag dikeluarkan Dirjen
Yanmed. Dewi Sartika telah memberikan bukti kuitapembayaran yang
berkisar antara Rp.280.000,00 — Rp.285.000,00 (dtwes delapan puluh ribu
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21.3

rupiah hingga dua ratus delapan puluh lima ribuahjp Tarif tersebut tidak
pernah mendapat teguran dari GAMCA maupun GCG;——--------------------
Kuota pemeriksaan ditentukan oleh GCC sesuai denglas and regulation
GCC. Pada prinsipnya, Dewi Sartika keberatan deagaan tersebut tapi harus
mengikutinya karena akan terancam dikeluarkan daanggotaan GCC
sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan CTKiatujArab Saudi. Oleh
karena itu, penetapan kuota pemeriksaan antareoEn@AMCA tidak benar,

hal tersebut semata-mata karena terikat oleh paratlari pihak yang menerima

22.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,

23.

Fatahillah menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaa s&talis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(Vide bukti C129); =-=mmmmmmmm e e

22.1

22.2

Fatahillah tidak pernah membuat perjanjian dengesaipg baik secara lisan

MaupUN tertulis. ; —-------=m-mmm oo

Fatahillah tidak dapat monopoli karena jumlah CV#ihg diperiksa hanya 470

(empat ratus tujuh puluh) orang; --=-=-=-=========m=mmmm e

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padagal 11 Januari 2010 aji

MCU-RS menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaa sexttalis terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(vide bukti C130); =-=-m=m==n=mmmmmemm e e s s

23.1

23.2

23.3

23.4

Haji MCU-RS tidak melakukan kesepakatan tarif peksaan kesehatan dengan
sesama Klinik karena tarif pemeriksaan di klinijiéCU-RS adalah sejumlah
Rp.250.000,00 — Rp.300.000,00 (dua ratus lima pulon rupiah hingga tiga

ratus ribu rupiah); ----------=-=-m e

Haji MCU-RS menetapkan tarif berdasar pada polaf tgang ditetapkn
Departemen Kesehatan yang disesuaikan dengan kegsnt manajemen
internal Klinik Haji MCU-RS; —---=-=mnmmmm oo oo
Perintah melaksanakaaqual distribution berasal dari Executiv®oard Of
Health Minister Council for GCC Statdsukan dari GAMCA; ---------------------
Dalam melakukan pemeriksaan CTKI ke negara GCCr agdifikat yang
dikeluarkan klinik dapat diterima maka klinik hammendapat lisensi dari GCC.
Sebagai konsekuensinya, klinik harus ikut aturawareg tata cara pemeriksaan
yang dikeluarkan oleh GC termasuk instruksi GCQukimhelaksanakaequal
distribution dengan tujuan untuk memenuhi kualitas pemeriksgang

M@K S MU, === mm e e e e e
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24.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,
Haninah menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaa sedalis terhadap
Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(vide bukti C131); —---m-m-mmmmmm oo
24.1 Harga yang ditetapkan oleh Haninah sebesar Rp.8000 — Rp.350.000,00

(tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puhibu rupiah) berdasar pada

perhitungan biaya dan harga pasar, bukan atas kissgpakatan diantara klinik;
24.2 Mengenaiequal distributionadalah ketentuan dari GCC sebagai pemberi ijin

pemeriksaan kesehatan ke Timur Tengah; ------——————-=--=-mmmmmmmmmmmmm e

25.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,

Rayhan menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaia sextalis terhadap
Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokokmenyatakan sebagai berikut
(Vide bUKti CL35); =--mmmmmmmmmmm e s s e o e e e -
25.1 Rayhan tidak pernah membuat kesepakatan mauputapandarif pemeriksaan

kesehatan yang dibuat dalam bentuk tertulis madam. Penetapan harga
pemeriksaan CTKI diserahkan sepenuhnya kepada gaamsing klinik
anggota GAMCA dengan tetap mengacu pada Surat iE@argn Yanmed; -----
25.2 Item pemeriksan yang dimaksud dalam surat DirjennYed belum memuat
item pemeriksaan Hepatitis C/Anti HCV. Oleh kareyaampola tarif yang
ditetapkan oleh Dirjen Yanmed harus direvisi; -----------==-===m-mmemmmemmmmemeo
25.3 Ada perbedaan mendasar antara slot dengan kuo@anp@andangan Rayhan,
GAMCA tidak mengatur jumlah pasien yang boleh disa disetiap klinik.
Pengaturan hanya dapat dilakukan dalam bentukyslio§ dapat digunakan,
terbukti dari adanya perbedaan angka antara jurmpkshen yang diperiksa
dengan slot yang digunakan. Jumlah pasien akan betriyak jika dibandingkan
dengan slot yang digunakan dan terbukti ada pedmesignifikan jumlah CTKI
yang diperiksa oleh Rayhan dengan klinik anggotMGA lainnya; --------------
25.4 Pembelian slot sebesar Rp.100.000,00 (seratus mipiah) dimaksudkan
sebagai pembayaran uang muka biaya pemeriksaarmatase CTKI yang
diberikan dari perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indofe3TKI) kepada klinik
sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan CTKInHadilanggap wajar karena
selain sebagai uang muka, pengambilan uang seRpsé&s.000,00 (tujuh puluh
lima ribu rupiah) digunakan oleh medical sebagautgan untuk keperluan
biaya klaim dan investasi alat-alat yang diharusdah GCC; ----------------------
25.5 Kebijakan equal distibutionyang dibuat oleh GCC agar dilaksanakan di
Indonesia sebenarnya jauh dari yang diharapkan@@G. GCC mengharuskan

kebijakanequal distibutioradalah benar-benagualdengan jumlah pasien yang
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benar-benar sama antara anggota dimana GAMCA selzg#an yang
mengatur jalur distribusi CTKI ke setiap Kliniks—---------===-mmemmmmmmm e
26.Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komasligptanggal 11 Januari 2010,
Setutidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Plearbsecara tertulis terhadap
Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, namun Seth t@@nyampaikan Pendapat atau
Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasiéflesaan Lanjutan pada tanggal 7
Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebeawgaut (ide bukti C90); ---------
26.1 Harga pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapk@nlYanmed tanggal 29
Oktober 2007 adalah pola tarif yang meliputi bigyaduksi dan laba. Tidak
mungkin pola tarif itu mengabaikan laba. MenurutuS&EPPU menangkap pola
tarif hanya untuk biaya produksi; ---------==--—— e
26.2 Pola tarif Dirjen Yanmed tersebut disampaikan datange tarif terendah dan
tertinggi agar harga pemeriksaan kesehatan tidd&nnheing, artinya penentuan
batas terendah tersebut tidak akan merugikan s&esehatan; ---------------------
26.3 Setu setuju dengan KPPU bahwa berlakusyaal distributiontidak menjamin
persaingan usaha yang sehat; ----------=- -
27.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaggal 11 Januari 2010,
Tihama menyampaikan tambahan Pendapat atau Pembelaaa $exalis terhadap
Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada poloknenyatakan Tihama telah
menerima tabungan dari setoran Rp.75.000,00 (tpyuth lima ribu rupiah) beserta
bunganya. Dengan demikian tidaklah benar bahwa GAM@ndapatkan keuntungan
dari bunga tersebutigle bukti C137); ------=mmmmmmmmmm s oo e e

28.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi mentielah mempunyai bukti dan

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutanar(gghya disebut“LHPL” ),
Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, @okalan alat bukti lainnya Majelis
Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya petmrgn oleh para Terlapor dalam
perkaraa qua Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi mengkaai dalam beberapa
bagian yaitu pertama, LHPL mengenai pelanggaramy&eidentitas para Terlapor; ketiga,
aspek formal; keempat, pasar bersangkutan; kelsek materiil; keenam, pemenuhan
unsur pasal; ketujuh, hal- hal lain yang dipertindgi@an; kedelapan, rekomendasi,
kesembilan, diktum putusan dan penutup; -----———=-====mm s m s s
1. LHPL Mengenai Pelanggaran;-------------mmmmm oo oo oo
1.1 Mengenai pelanggaran oleh para Terlapor, Tim Pdserdalam LHPL pada
pokoknya menyimpulkan bahwa GAMCA, Afiat, Al-HikmaAmalia, Amanah
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MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assahd Avida, Az-Zahra,
Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haah, Insani, Moslem, Nur
Huda, Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, Zam-Zam telah
melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nahuin 1999 terkait dengan
penetapan tarif dan kuota pada jasa pemeriksaahdis Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) ke Timur Tengah yang dilakukan hol&linik/medical
centrdsarana kesehatan yang tergabung daBuif Approved Medical Centre
AssociatiofGAMCA) di Jakarta; ---------=-======mmmmmmmm oo

2.1 Terlapor |, GAMCA (Gulf Approved Medical Centre Association), beralamat

2.2

kantor di JI. Tebet Timur IV/F No. 11, Jakarta $aha 12820, dibentuk
berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 3 Febru@@i62dihadapan Trismorini
Asmawel, S.H., Notaris di Jakarta dengan tujuanarantlain membantu
Pemerintah Rl dalam pelayanan jasa pemeriksaanhdtse tenaga kerja
Indonesia, serta melaksanakan pembinaan dan pesgawepada anggota
GAMCA dalam hal standar mutu pemeriksaan dan statatd pemeriksaan
bersama dengan instansi pemerintah. GAMCA beraaggot 25 (dua puluh
lima) pelaku usaha berbentuk sarana kesehlma@h¢al centeryang saling
bersaing. GAMCA menerima pembayaran slot dari sareesehataniedical
centersebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pé&tl.COari pembayaran
tersebut, Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu riapidisimpan dalam rekening
GAMCA, dan setelah 3 (tiga) bulan uang tersebu¢miBalikan kepada masing-
masing klinik secara proporsional. Pembayaran telsebut disetorkan melalui
rekening GAMCA di Bank Mandiri. Kegiatan GAMCA yangienerima
pembayaran slot dari anggotanya, merupakan benagiatan usaha yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari petalafainga Bank Mandiri
hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima rilupiah) per CTKI. Dengan
demikian, GAMCA merupakan pelaku usaha sebagairjang dimaksud dalam
Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999.; -------———--mmmmmmmm oo
Terlapor |1, Klinik/ Medical CentreAfiat, beralamat kantor di Jl. Dewi Sartika
No. 2B Lantai 1 Gedung STIKES Binawan, Jakarta Tinaglalah pelaku usaha
yang bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesel@dlon Tenaga Kerja
Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan ber#dasaKeputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No.MESKES/SK/V/2007
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2.3

2.4

2.5

2.6

tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tang@aluni 2009; ------------------
Terlapor IlI, Klinik/ Medical CentreAl-Hikmah, beralamat kantor di JI. Asem
Baris No. 15, Tebet Jakarta Selatan, didirikan &ssickan Akta Notaris Nomor 1
tanggal 9 Desember 2008 dihadapan Rina Diani Mo$zH., Notaris di Jakarta,
merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terpatas bergerak dalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kedpnesia ke Timur
Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Nefésehatan Republik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perwralitas Keputusan
Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/V/2007 tentaPgnetapan Sarana
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kelgmesia yang akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; ———-------=--=-=-mmmmmmmmmmemmem
Terlapor IV, Klinik/ Medical CentreAmalia, beralamat di JI. Dewi Sartika No.
349, Cawang, Jakarta Timur, didirikan berdasarkdtaANotaris Nomor 4
tanggal 9 September 2004 dihadapan Hadijah, S.lKn.MNotaris di Jakarta,
merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terpatas bergerak dalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kedpnesia ke Timur
Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mefésehatan Republik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perwaralitas Keputusan
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentadPgnetapan Sarana
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kelgmesia yang akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; ———----------==-==mmmmmmmmmmm oo
Terlapor V, Klinik/ Medical CentreAmanah MP, beralamat di Jl. Tebet Raya
No. 31, Tebet Jakarta Selatan, didirikan berdasadda Nomor 9 tanggal 4
April 2002 dihadapan Elliza Asmawel, S.H. Notarisakarta, merupakan pelaku
usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerlm dhidang jasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesitimur Tengah, yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehagpublik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegatu Menteri
Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; —------=-mmmmmmmm oo

Terlapor VI, Klinik/ Medical Centre An-Nur, beralamat di Jl. KH. Abdullah
Syafei No. 12, Tebet, Jakarta Selatan, didirikarddésarkan Akta Nomor 30
tanggal 20 Juli 2000 dihadapan Ny. Soenardi AdigasnNotaris di Jakarta,
merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yangrhkrdalam bidang jasa

pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesitimur Tengah, yang
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2.7

2.8

2.9

2.10

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keseh@epublik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kepatu Menteri

Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; --=-=========mmmmmmmmmm oo

Terlapor VII, Klinik/ Medical Centre Ar-Rahmah, beralamat di Jl.
Rawamangun Muka Barat No. 1, Jakarta Timur, didimikoerdasarkan Akta
Nomor 31 tanggal 13 November 2002 dihadapan Elgaawel, S.H., Notaris
di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Bars@erbatas yang bergerak
dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon delkaga Indonesia ke
Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputudanteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 TergaRerubahan Atas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/Vi2@éntang Penetapan

Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKeggalndonesia yang

Terlapor VIII, Klinik/ Medical CentreAr- Raudah, beralamat di JI. Tebet Raya
No. 77, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Aldtaris Nomor 1 tanggal 1
September 2005 dihadapan Notaris di Jakarta, meangazelaku usaha berbentuk
Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidangpgseriksaan kesehatan
Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, yditefapkan berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kepatu Menteri
Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -------======mmmmmmmmmmmm oo

Terlapor IX, Klinik/ Medical Centre Ar-Ridha, beralamat di JI. Kampung
Melayu Besar No. 13, Jakarta Timur, adalah peladaha yang bergerak dalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kedpnesia ke Timur
Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Nefésehatan Republik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perwaralftas Keputusan
Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/V/2007 tentaPgnetapan Sarana
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kelgmesia yang akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; ———-------=--=-=-mmmmmmmmmmmmmem

Terlapor X, Klinik/ Medical Centre Assa’adah, beralamat di JI. Tebet Timur
Dalam Raya No. 58, Jakarta Selatan, adalah pels&bauyang bergerak dalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kedpnesia ke Timur

Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Nefésehatan Republik
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2.11

2.12

2.13

2.14

Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perwaralitas Keputusan
Menteri Kesehatan No. 618/ MENKES/SK/V/2007 tentaPgnetapan Sarana
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kelgmesia yang akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; ———-------=--=-=-mmmmmmmmmmemmmm
Terlapor XI, Klinik/ Medical CentreAvida, beralamat JI. Cipinang Cempedak
Raya No. 5, Polonia, Jakarta Timur, didirikan beetkan Akta Notaris Nomor
106 tanggal 23 April 2009 dihadapan Daniel Pargad@apaung, S.H., MH.,
Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbertiyasan yang bergerak
dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon delKaga Indonesia ke
Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputudanteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 TergaRerubahan Atas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V2@éntang Penetapan
Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKeggalndonesia yang

Terlapor XllI, Klinik/ Medical Centre Azzahra, beralamat di JI. Dewi Sartika
No. 352, Cawang, Jakarta Timur, didirikan berdasarkkta Nomor 42 tanggal
21 Maret 2006 dihadapan H. Yunardi, S.H., Notari¥attarta, merupakan pelaku
usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerlm dbhidang jasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesitimur Tengah, yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehagpublik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegatu Menteri
Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyasig akan Bekerja ke
Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; —------=-mmmmmmm s oo
Terlapor XIllII, Klinik/ Medical CentreBakthir, beralamat di Jl. Raya Condet
No. 6, Cililitan, Jakarta Timur, didirikan berdasan Akta Nomor 12 tanggal 31
Oktober 2008 dihadapan Yulida Vicestra, S.H., Nstai Jakarta, merupakan

pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yangrakrdalam bidang jasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesitimur Tengah, yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keseh@epublik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kepatu Menteri

Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetparana Pelayanan

Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyeasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; --=-=========mmmmmmmmmm e
Terlapor X1V, Klinik/ Medical Centre Dewi Sartika, beralamat di Jl. Raya
Condet No. 39, Jakarta Timur, adalah pelaku usahg pergerak dalam bidang

jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja ds@doke Timur Tengah,
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2.15

2.16

2.17

2.18

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KgaehRepublik Indonesia
No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atasputasan Menteri
Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan

Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -----==-==mmmmmmm s oo oo e e
Terlapor XV, Klinik/ Medical Centre Fatahillah, beralamat di JIl. Abdullah
Syafei, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakatilah pelaku usaha yang
bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatdon Ceenaga Kerja
Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan ber#dasaKeputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No.MESKES/SK/V/2007
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadmatées€alon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tang@aluni 2009; ------------------
Terlapor XVI, Klinik/ Medical CentreHaji MCU-RS, beralamat di JI. Raya
Bekasi No. 122 B-C, Jatinegara, Jakarta Timur, addglelaku usaha yang
bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatdon Ceenaga Kerja
Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan ber#dasaKeputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No.MESKES/SK/V/2007
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadmatées€alon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tang@aluni 2009; ------------------
Terlapor XVII, Klinik/ Medical CentreHaninah, beralamat di JI. Budi No. 20,
Cawang, Dewi Sartika, Jakarta Timur, didirikan laesarkan Akta Notaris Nomor
13 tanggal 19 Oktober 2005 dihadapan Ukon Krisragj&yH., Notaris di Jakarta,
merupakan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terpatas bergerak dalam
bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kedpnesia ke Timur
Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mefésehatan Republik
Indonesia No. 421/MENKES/SK/V1/2009 Tentang Perwdmiitas Keputusan
Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentadPgnetapan Sarana
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kelgmesia yang akan
Bekerja ke Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; ———----------==-==mmmmmmmmmmmeee-
Terlapor XVIII, Klinik/ Medical Centrelnsani, beralamat di JI. Basuki Rahmat
No. 18, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Aktatdxis Nomor 1 tanggal 8
Mei 2008 dihadapan Subariati Soegeng, S.H., Notridakarta, merupakan
pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas yangrakrdalam bidang jasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesitimur Tengah, yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehagpublik Indonesia No.
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2.19

2.20

2.21

2.22

421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kepatu Menteri
Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyeasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; -------======mmmmmmmmmmm oo

Terlapor XIX, Klinik/ Medical CentreMoslem, beralamat di JI. Mesjid Condet
No. 39, Jakarta Timur, adalah pelaku usaha yangebak dalam bidang jasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesitimur Tengah, yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehagpublik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kegatu Menteri

Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefpa@rana Pelayanan

Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyeasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; —------=-mmmmmmmm oo
Terlapor XX, Klinik/ Medical CentreNur Huda, beralamat di JI. Otista Il No.
13A, Kebon Nanas, Jakarta Timur, didirikan berdemarAkta Notaris Nomor 81
tanggal 24 November 1998 dihadapan H. Asmawel Arfii{., Notaris di
Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasanbergerak dalam bidang
jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja dsi@doke Timur Tengah,
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KgaehRepublik Indonesia
No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atasputasan Menteri
Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Peneteparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; --=-=========mmmmmmmmmm oo

Terlapor XXI, Klinik/ Medical CentreRayhan, beralamat di JI. Tebet Timur
Dalam Raya No. 113, Jakarta Selatan, didirikan dsankan Akta Nomor 6
tanggal 16 September 2008 dihadapan Zulkifli Wild&H., MBA, MK.n,
Notaris di Jakarta, merupakan pelaku usaha berbdtguseroan Terbatas yang
bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatdon Ceenaga Kerja
Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan ber#asaKeputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No.MESKES/SK/V/2007
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tang@aluni 2009; ------------------
Terlapor XXIlI, Klinik/ Medical CentreSalamat, beralamat di JI. KH. Abdulah
Syafi'i, Gudang Peluru Blok A No. 18 Tebet, Jakaedalah pelaku usaha yang
bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatdon Ceenaga Kerja
Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan ber#asaKeputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02 Tentang
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2.23

2.24

2.25

2.26

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No.MESKES/SK/V/2007

tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tang@aluni 2009; ------------------

Terlapor XXIII, Klinik/ Medical CentreSetu, beralamat di JI. Raya Setu No. 3
Setu, Cipayung, Jakarta Timur, adalah pelaku ugahg bergerak dalam bidang
jasa pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja dai@doke Timur Tengah,
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri KetaehRepublik Indonesia
No. 421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atasputesan Menteri

Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyasig akan Bekerja ke

Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; —------=-mmmmmmmm oo
Terlapor XXIV, Klinik/ Medical CentreTihama, beralamat di Jl. Asem Baris
Raya No. 3 A-B, Kebon Baru, Jakarta Selatan, ada@alaku usaha yang
bergerak dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatdon Ceenaga Kerja
Indonesia ke Timur Tengah, yang ditetapkan ber#asaKeputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/®02 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No.MESKES/SK/V/2007
tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksadratées€alon Tenaga Kerja
Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri tang@aluni 2009; ------------------
Terlapor XXV, Klinik/ Medical Centre Tirta Husada, beralamat di JI. Dr.
Saharjo No. 113, Manggarai, Jakarta Selatan, Hatirberdasarkan Akta Nomor
12 tanggal 2 Mei 1996 dihadapan Budiarti KarnadH.SNotaris di Jakarta,
merupakan pelaku usaha berbentuk Yayasan yangrhkrdalam bidang jasa
pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indokesitimur Tengah, yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehagpublik Indonesia No.
421/MENKES/SK/VI/2009 Tentang Perubahan Atas Kepatu Menteri
Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetefparana Pelayanan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indowyeasig akan Bekerja ke
Luar Negeri tanggal 10 Juni 2009; —------=-mmmmmmmm oo e
Terlapor XXVI, Klinik/ Medical Centre Zam-Zam, beralamat di Jl. Otto
Iskandardinata Raya No. 119, Jakarta Timur, didiriberdasarkan Akta Notaris
Nomor 8 tanggal 3 April 2000 dihadapan H.M. AfdahZali, S.H., Notaris di

Jakarta, merupakan pelaku usaha berbentuk Pers&eybatas yang bergerak

dalam bidang jasa pemeriksaan kesehatan Calon delKaga Indonesia ke
Timur Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Keputudanteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 421/MENKES/SK/VI/2009 TergaRerubahan Atas
Keputusan Menteri Kesehatan No. 618/MENKES/SK/V2@éntang Penetapan
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Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKeggalndonesia yang

3. Aspek Formil; ----m-mmmmmm oo s

3.1

3.2

3.3

Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pgkeikara (aspek materiil)

Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formyang ditanggapi oleh

Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, GAMCA, ikhkh, Amalia,
Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-RidAasa’adah, Avida, Az-
Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MRS, Haninah, Insani,
Moslem, Nur Huda, Rayhan, Salamat, Tihama, Tirtesddla, dan Zam-Zam
menyatakan, pada saat pemeriksaan pendahuluanartetak pernah diberikan
hak untuk mendapatkan kesempatan merubah perikth@gaimana disebutkan
dalam Pasal 37 ayat (1), (2) Jo. Pasal 65 ayahy®)f g Peraturan KPPU No.
1/2006. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukumgyada di KPPU tidak
konsisten dengan apa yang diatur dalam Peraturd&tJK®o. 1/2006, sehingga
hal ini telah melanggar prinsigue process of lawang mengakibatkan laporan
lanjutan adalah cacat hukum dan tidak dapat digadidkasar dalam perkara ini,
oleh karenanya perkara ini adajfgrkara yang prematur; --------------------------
Atas pendapat atau pembelaan para Terlapor terselaglis Komisi terlebih
dahulu melihat isi Pasal 4 dan Pasal 37 PeratuidRWKNo. 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yahgrtyi:

(1) Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapgikngakuan
Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yaitgddhkan dan/atau
mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugatemggaran yang
dilakukan oleh Terlapor serta merekomendasikan #apKomisi untuk
menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemerikdaanjutan; -----------

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalah (1), tim
Pemeriksa Pendahuluan mempunyai wewenang; ---—-—-----------------
a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan; ------------------------
b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan aperl dan

apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain; —--------------------
c. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, doén atau alat bukti

lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; -—------------------------

d. menerima pernyataan kesediaan Terlapor untuk mengagberjanjian
dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekaasikan
komisi untuk tidak melakukan pemeriksaan lanjuecas bersyarat. ---

Pasal 37; —---m-mmmmm oo

(1) Komisi dapat menetapkan tidak perlu dilakukan Peksean Lanjutan
meskipun terdapat dugaan pelanggaran, apabila entamenyatakan
bersedia melakukan perubahan perilaku; -------——-----=-=-mmemmemmem oo

(2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam @yadapat dilakukan
dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikegmatan dan/atau
menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yanggdidmelanggar
dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggayang dilakukan; -----
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(3) Pelaksanaan perubahan perilaku sebagaimana dimakildm ayat (2)
dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dagigeranjang sesuai
dengan penetapan KOmisi; ------=======m=mmmmmmmmmm oo

3.4 Bahwa Majelis Komisi telah membaca Berita Acara @dksaan Pendahuluan
masing-masing Terlapor, yang isinya terdapat pgaam Tim Pemeriksa
mengenai tanggapan Para Terlapor atas Laporan Biganggaran;--------------

3.5 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluaelis! Komisi tidak
menemukan adanya pernyataan Para Terlapor yangakéngesalahannya
sebagaimana yang dituduhkan dalam Laporan Dugdandgaran; ----------------

3.6 Bahwa dengan tidak diakuinya dugaan pelanggaram jpéea Terlapor, maka
Majelis Komisi menilai tindakan Tim Pemeriksa yaniglak menawarkan
perubahan perilaku kepada para Terlapor telah tephbé&gaimana disebutkan
dalam Pasal 4 jo. Pasal 37 Peraturan KPPU No. inf2006;

. Pasar Bersangkutan; ===--======-==mmmm e

4.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menguraikan “pasar bejksatan” dalam perkara
ini adalah jasa pemeriksaan kesehatan bagi CTKITikeur Tengah yang
dilaksanakan oleh anggota GAMCA di Jakarta; -———-------------=-=---m-moueo-

4.2 Bahwa Majelis Komisi juga melakukan analisis tedyadasar bersangkutan
sebagai berikut: -------====m oo

4.3 Pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angka 10 Unohai@gng Nomor 5 Tahun
1999 adalahadalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan ataerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas baramgatiau jasa yang sama atau
sejenis atau substitusi dari barang dan atau jagaebut -------------------=--=-----

4.4 Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerahspran tertentu dalam
hukum persaingan usaha dikenal sebagai pasar giso@adangkan barang dan
atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusiaslang dan atau jasa tersebut
dikenal sebagai pasar produk. Karena itu analigagenai pasar bersangkutan

dilakukan melalui analisis pasar produk dan pasagtafis;

4.5 Bahwa pasar geografigdographical mark¢tdalam perkara ini adalah tempat
kedudukan GAMCA dan Klinikhedical centrissarana kesehatan anggota
GAMCA yaitu di Jakarta;-------==-==-==mmm oo e e

4.6 Bahwa pasar produlpoduct markétdalam perkara ini adalah jasa pemeriksaan
kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengah;----------——=---=--=m-mmmmm e

4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai GAMCA tidak berada dal pasar bersangkutan
yang sama dengan Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah?,MAn-Nur, Ar-
Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Ahia, Bakthir, Dewi
Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insavigslem, Nur Huda, Rayhan,

halaman 45 dari 59



Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan Zam-ZamnkaGAMCA tidak
melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tenga

4.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkaaisgr bersangkutan
dalam perkara ini adalah jasa pemeriksaan kesehzgn CTKI ke Timur
Tengah yang dilaksanakan oleh klimiddical centrissarana kesehatan Afiat, Al-
Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, ArtRiah, Ar-Ridha,
Assa’adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartikatahillah, Haji MCU-RS,
Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayhan, SalarBatu, Tihama, Tirta
Husada, dan Zam-Zam yang berada di bawah aso#40a di Jakarta; --------
5. Aspek Materiil; —-==-=mmmmmmmm oo oo e e

5.1 Tentang Penetapan Tarif; --------m-mmmmm oo e
5.1.1 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, tarif jasa g@saan kesehatan
CTKI pada dasarnya telah diatur oleh PemerintahalmelSurat Edaran
Dirjen Yanmed No PL.04/V/1153/07 sebagaimana digemudalam butir
12 bagian Tentang Pola Tarif Pemeriksaan kesel@fdi. Surat Edaran

tersebut mengatur menggunakan mekanisme batas bdavalbatas atas

untuk tiap item pemeriksaan; -------=--==== e
5.1.2 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan mekanisme penet tarif
dengan menggunakan batas atas dan batas bawah tiafukitem
pemeriksaan tersebut seharusnya membuka peluangp ch&sar bagi
klinik/medical centrisarana kesehatan untuk menentukan tarif jasa
pemeriksaan kesehatan dengan nilai yang bervarsesuai dengan
perhitungan struktur biaya masing-masing klimkdtical centrisarana
kesehatan. Oleh karena itu Tim Pemeriksa menilanetagpan tarif
pemeriksaan kesehatan CTKI sebesar Rp.300.000g@0rétus ribu rupiah)
yang dilakukan oleh anggota GAMCA telah meniadagarsaingan yang
sehat diantara sesama anggota GAMCA; --------==——mmmmmmmmmmmmmm oo
5.1.3 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan hampir seluklihik/medical
centrdsarana kesehatan mengakui adanya kesepakatana séisan
mengenai tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke Tifeurgah yang berkisar
antara Rp.300.000,00 — Rp.350.000,00 (tiga ratms mupiah hingga tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) antara para anggofViIGA menunjukkan
adanya perjanjian antara seluruh anggota GAMCA yaneglanggar
ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;—-------------------
5.1.4 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, berdasarkamggleian para
Terlapor dan bukti besaran tarif pemeriksaan kdaehanasing-masing

klinik/ medical centremembuktikan telah terjadi kesepakatan diantara pa
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5.1.5

5.1.6

5.1.7

Terlapor yang merupakan anggota GAMCA untuk meretap tarif
pemeriksaan kesehatan CTKI yang akan bekerja duilifengah sebesar
Rp.300.000,00 — Rp.350.000,00 (tiga ratus ribuatupiingga tiga ratus lima
puluh ribu rupiah). Tujuan peningkatan kualitas peksaan kesehatan tidak
dapat dijadikan alasan untuk menetapkan tarif asgaama klinikhedical
centrdsarana kesehatan karena penetapan tarif tidakamanpeningkatan
kualitas pemeriksaan kesehatan CTKI; -------=-==mmmmmmmmmmmmm oo
Dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapoyatadan tuduhan
KPPU yang menyatakan telah terjadi kesepakatantastearpara Terlapor
dalam suatu rapat GAMCA untuk menetapkan tarif péksgan kesehatan
CTKI sebesar Rp.300.000,00 — Rp.350.000,00 (tigasmabu rupiah hingga
tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak d&rerkarena dalam rapat
anggota GAMCA yang sebenarnya adalah membahas @sgamjurkan
agar mempedomani pola tarif yang dikeluarkan Depah Kesehatan
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjennivied) dengan surat
No. PL.04/Vv/1153/07. Dalam rapat tersebut tidak pelagambilan ketetapan
dan kesepakatan lisan yang harus dipatuhi anggatdd@2\ perihal nilai
tarif layanan pemeriksaan CTKI ke Timur Tengah dendparga sebesar
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atau 36GQp000,00 -
Rp.500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga limts ribu rupiah); ----------
Dalam pendapat atau pembelaannya, para Terlapoyata&an anggapan
terjadi peniadaan persaingan sehat diantara andggAtdCA juga tidak
terbukti, karena masing-masing klinikk mempunyai gaaryang sangat
variatif/berbeda, sehingga persaingan yang tedeitara anggota GAMCA
adalah sehat; ----------=-=- =
Bahwa setelah membaca Laporan Hasil PemeriksaataRelnan, LHPL,
serta pendapat dan pembelaan para Terlapor, M&ehsisi menilai pada
saat pemeriksaan pendahuluan terdapat 17 (tujuas)bdlerlapor yang
menerapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI ke fdi@ngah sebesar
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu Afiat;Hikmah, Amalia, An-
Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Assa’adah, Avida, Az4{Zah Bakthir,
Fatahillah, Haninah, Insani, Moslem, Rayhan, Tihardan Zam-Zam,
sedangkan pada saat pemeriksaan lanjutan hanyg&eré (enam) Terlapor
yang menerapkan tarif pemeriksaan kesehatan CTKITikeur Tengah
sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiahpyaitRahmah, Ar-Raudah,

Fatahillah, Haninah, Rayhan, dan Tihama; ----——------------=-=-=---------
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5.1.8

5.1.9

Bahwa dalam rapat GAMCA mengenai sosialisasi teybitSurat Edaran
Dirjen Yanmed No PL.04/V/1153/07 Tentang Pola Tafémeriksaan
kesehatan CTKI, Majelis Komisi menilai terdapatéqmskatan tidak tertulis
antara anggota GAMCA untuk menetapkan tarif persadk kesehatan
CTKI ke Timur Tengah dengan cara membulatkan keabaywola tarif
terendah dalam Surat Edaran Dirjen Yanmed No PY/Q453/07 sebesar
Rp.306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus api menjadi
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per CTKIdésibukti B2, B4, B9,
B11, B13, B18, B20, B40, B53, B54, B55, B60, B6B3BB76); --------------
Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan tidakukstyang dibuat oleh
para Terlapor yang bergabung dalam asosiasi GAM{dAkt memiliki

sanksi apabila kesepakatan tersebut tidak dilaksana

5.1.10Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tetahjadi kesepakatan

tidak tertulis antara anggota GAMCA untuk menetaptaif pemeriksaan
CTKI ke Timur TeNgah; =--=-====mmnmmmmm oo

5.2 Tentang KUota; -~---=====r===mmmmmmmme oo e e e e e

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.24

Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan kebijakan psegram kuota atau
equal distributionmenunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan dmnta
Para Terlapor yang difasilitasi oleh GAMCA untukmgatur besaran kuota

CTKI yang dapat diperiksa oleh masing-masing Tenap

Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan untuk mendikak
pelaksanaan kebijakan pembagian kuota atpual distributionmaka Para
Terlapor juga sepakat untuk memberlakukan kebijakeambelian slot
sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) p&l;CGF-----------------------
Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan kebijakan pei@ab slot
dipergunakan sebagai salah satu alat kontrol tefhpdlaksanaan kebijakan
penetapan tarif pemeriksaan kesehatan CTKI diap&aiaanggota GAMCA
agar tetap berada dikisaran Rp.300.000,00 — Rf2@8MO (tiga ratus ribu
rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah)ndsekaligus untuk
mengefektifkan kebijakan pembagian kuota d&gual distribution”;--------
Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan biaya pembedilot sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telahpdilsati oleh para anggota
GAMCA adalah keuntungan yang sengaja disisinkantidak masuk dalam
komponen biaya produksi masing-masing klimktical centre karena
pengembalian Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima rilpiah) per CTKI

dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan; ----------====-=-=-=-mmemmmmem o

halaman 48 dari 59



5.2.5 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan berdasarkagiptingan selisih

5.2.6

5.2.7

5.2.8

tarif pemeriksaan CTKI yang berada pada kisaran3®p000,00 —
Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah hingga tigéus lima puluh ribu
rupiah) dengan pengembalian slot sebesar Rp.79@q€@juh puluh lima
ribu rupiah), maka tim menyimpulkan besarnya bigyaduksi ditambah
dengan keuntungan untuk pemeriksaan kesehatan @Ekkimal hanya
sebesar Rp.225.000,00 — Rp.275.000,00 (dua rataspdiluh lima ribu
rupiah hingga dua ratus tujuh puluh lima ribu rbpiger CTKI. Tarif
tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan aol& minimal yang
ditetapkan oleh Dirjen Yanmed sebagaimana disebudiéam butir 9.1.4.6.
Hal ini membuktikan bahwa pola tarif tersebut tiddipedomani oleh
anggota GAMCA,; —--==m=m e e e e e e e
Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan walaupun fatéakta bahwa
beberapa anggota GAMCA berani memberikan tarif dawdh
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tim menhal tersebut merupakan
kebijakan masing-masing Klinikledical centre untuk mengurangi
komponen biaya produksi maupun margin keuntungansphaannya dan
tidak menghapuskan bukti telah terjadi kesepakiataf)------------------------
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan ketenteaual
distribution merupakan permintaan dari GCC untuk dapat memiodek
kapasitas/lkemampuammedical centre dalam memeriksa CTKI guna
meningkatkan kualitas pemeriksaan CTKI; ------——------mmmmmmmmmmmmmeee-
Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, para @ertapnyatakan
GAMCA tidak pernah mengendalikan harga dengan parabagian kuota
yang diikuti dengan pembelian slot. GAMCA tidak mem membuat
kebijakan pembagian kuota, slot tersebut fungsimanyalah untuk
mengetahui jumlah pemeriksaan yang dilakukan olelikkatau sebagai
pendataan CTKI yang diperiksa. Jadi tidak benar glikatakan klinik harus
melakukan pembelian slot untuk dapat melakukan p&ssan kesehatan
CTKI. Penggunaan slot adalah untuk pendataan CTé&h &linik sesuai
dengan aturan yang berlaku yaitu dengan menggunsikign jari. Klinik
tetap dapat melakukan pemeriksaan kesehatan CTightpaembelian slot
dan ada banyak pemeriksaan kesehatan yang dilaku&hrklinik anggota
GAMCA dengan tujuan negara Timur Tengah tanpa nu&lak pembelian
slot, akan tetapi dapat dipastikan bahwa kliniksebut dalam melakukan
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5.2.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, para derfapnyatakan
sistem sidik jari bertujuan untuk pendataan CTKIng/amelakukan
pemeriksaan kesehatan di klinik dan menghindaringaapemalsuan
dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, dan bukark amémgontrol tarif.
Jadi tidak ada hubungan antarqual distribution besaran 10% (sepuluh
persen) dan pembelian slot. Depnakertrans melawingan Sistem
Komputerisasi Tenaga kerja Luar Negeri (SISKOTKLNiga pernah
menerapkan sistem slot yang fungsinya untuk peadat@TKI yang
diperiksa kesehatannya pada klinik pemeriksa kéael@rKI; ----------------

5.2.10Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, para deremyatakan biaya
Rp.75.000,00/CTKI (tujuh puluh lima ribu rupiah g&FKI) merupakan: ----
(1) Uang muka yang harus dibayar oleh perusahaan Peatempenaga

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memeriksahHaan CTKI.
Hal ini diberlakukan karena selama ini terjadi Imgtgpiutang yang
belum dibayar PPTKIS kepada klinik. Biaya Rp.75,00Qtujuh puluh
lima ribu rupiah) tersebut kemudian dijadikan tajpum anggota
GAMCA, dan kemudian dikembalikan lagi kepada anggBAMCA
beserta bunganya; --------====m o
(2) Tabungan Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupigiga digunakan

untuk membeli peralatan kesehatan dengan tekndéwgaru dalam

memeriksa kesehatan guna peningkatan terhadaptasudhyanan
pemeriksaan kesehatan;----------==-===mm oo
(3) Apabila sewaktu-waktu CTKI dipulangkan karena ataseedis(unfit)
maka uang tersebut digunakan untuk membayar desymdk PPTKIS
sebagai pengganti klaim senilai USD 1.000 — USDQ &eribu dollar
amerika hingga seribu dua ratus dollar amerika)3J¥eI; ---------------
5.2.11Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesepakatamipagian kuota antara
anggota GAMCA yang besarannya disesuaikan dengergan jumlah
CTKI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengaht——---------------------
5.2.12Bahwa Majelis Komisi menilai pendapat atau pembelzera Terlapor yang
menyatakan biaya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima nibpiah) merupakan
uang muka yang harus dibayar oleh perusahaan Pateempenaga Kerja
Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memeriksa keseh&@Kl dan
tabungan untuk membeli peralatan kesehatan bahébagai uang yang
digunakan untuk membayar denda kepada PPTKIS sebaggganti klaim
senilai USD 1.000 — USD 1.200 (seribu dollar aneeffitngga seribu dua
ratus dollar amerika) per CTKI menunjukkan bahwa78®00,00 (tujuh
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puluh lima ribu rupiah) itu tidak masuk dalam kompno tarif jasa
pemeriksaan kesehatan CTKI; -----==-mmmmmmmm s
5.2.13Berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Kongpesdapat dengan LHPL
yang menyatakan kebijakan pembelian slot dipergamaebagai salah satu
alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan peaetdarif pemeriksaan
kesehatan CTKI diantara para anggota GAMCA/Pardaper agar tetap
berada dikisaran Rp.300.000,00 (tiga ratus ribuahjpdan sekaligus untuk
mengefektifkan kebijakan pembagian kuota dequal distribution”; -------

6. Pemenuhan unsur Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undaNgmor 5 Tahun 1999;-----
6.1 Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-------—-------m-mmmmmmememeoeeee
6.2 Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 TaB@8 menyatakan

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengarake usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan aaa yang harus dibayar

6.3 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutid@itkan dengan dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-giidiamor 5 Tahun 1999,
maka Majelis Komisi menguraikan pemenuhan unsutiunsasal sebagai
PEIIKUL; === mm e m e o oo

6.4 Unsur Pelaku Usaha,; ---------===-m=mmmmmm e
6.4.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Rasatgka 5

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adatmbng perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atakarb badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakiKegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiaupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakendgai kegiatan
usaha dalam bidang eKoNGMH------==-=====-mm s m s
6.4.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara aomlah
Terlapor | (GAMCA), Terlapor Il (Afiat), Terlaporlll (Al-Hikmah),
Terlapor IV (Amalia), Terlapor V (Amanah MP), Taular VI (An-Nur),
Terlapor VIl (Ar-Rahmah), Terlapor VIII (Ar-Raudah)erlapor IX (Ar-
Ridha), Terlapor X (Assa’adah) Terlapor XI (Avid@erlapor Xl (Az-
Zahra), Terlapor XllI (Bakthir), Terlapor XIV (Dewbartika), Terlapor
XV (Fatahillah), Terlapor XVI (Haji MCU-RS), Terlap XVII
(Haninah), Terlapor XVIII (Insani), Terlapor XIX (bklem), Terlapor
XX (Nur Huda), Terlapor XXI (Rayhan), Terlapor XXI(Salamat),
Terlapor XXIII (Setu), Terlapor XXIV (Tihama), Tegpor XXV (Tirta
Husada), dan Terlapor XXVI (Zam-Zam);---------——==-==-==-mmmmmmmeumuu-
6.4.3 Bahwa Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-NuAr-Rahmah,
Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az-Zahra, k&, Dewi
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insaviipslem, Nur Huda,
Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan-Zam adalah
sarana kesehatan/klintkédical centeryang melakukan kegiatan usaha
berupa jasa pemeriksaan kesehatan CTKI; ----———---------=-=-omemmm-
Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha untu&t,Afil-Hikmah,
Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah,-Ridha,
Assa’adah, Avida, Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartik@atahillah, Haji
MCU-RS, Haninah, Insani, Moslem, Nur Huda, Rayh@aalamat, Setu,
Tihama, Tirta Husada, dan Zam-Zaerpenuhi;-----------=-======mmmmnueu-
Bahwa Majelis Komisi menganalisis mengenai kedudukdAMCA
dalam perkara ini;-----=-=-==mmmm oo e
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan GAMCA
beranggotakan 25 (dua puluh lima) pelaku usahaebérk sarana
kesehatamedical centeryang saling bersaing. GAMCA menerima
pembayaran slot dari sarana kesehatadical center sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTKI. [painbayaran tersebut,
Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpdalam rekening
GAMCA, dan setelah 3 (tiga) bulan uang tersebutmikalikan kepada
masing-masing klinik secara proporsional. Pembayastot tersebut
disetorkan melalui rekening GAMCA di Bank MandirkKegiatan
GAMCA yang menerima pembayaran slot dari anggotamerupakan
bentuk kegiatan usaha yang bertujuan untuk menkipateuntungan
dari pendapatan bunga Bank Mandiri hasil deposiZ®p00,00 (tujuh
puluh lima ribu rupiah) per CTKI. Dengan demikiaGGAMCA
merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimakdach d®asal 1
angka 5 UU No. 5 Tahun 1999;-----------mmmm oo
Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, GAMCA neaya
GAMCA tidak memenuhi unsur pasal 1 angka 5 Undamdpng No 5
Tahun 1999 yaitunenyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam

bidang ekonomi karena GAMCA tidak melakukan pemeriksaan
kesehatan, yang melakukan pemeriksaan kesehatkah adiaik/medical
centrdsarana kesehatan anggota GAMCA. GAMCA merupakéuoeae
lembaga koordinasi yang mengarahkan calon tenagag asntuk
melaksanakan pemeriksaan kesehataad(cal check Uppadamedical
center yang diberi wewenang oleh Dewan Eksekutif Kemeser
Kesehatan Negara Arab di Teluk dan menjamin peamdlisian CTKI
tersebut dilakukan secara merata; -----------———------------mmmmmmmoeo-
Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, GAMCA neam@
tuduhan KPPU yang berdasarkan atas kegiatan GAM&# ynenerima
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pembayaran slot dari para anggotanya merupakamnlkb&egiatan usaha
yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari peratagainga bank
Mandiri hasil deposit Rp.75.000,00 (tujuh puluhdimbu rupiah) adalah
tidak benar, karena selama ini GAMCA mengembalikamlah hasil
deposit para anggotanya beserta dengan bungangapetabagiannya
didasarkan atas jumlah slot yang telah dibayarkelm anggota GAMCA.
Oleh karena itu GAMCA bukanlah pelaku usaha karergak
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekorom------------
6.4.9 Majelis Komisi menilai pelaku usaha adalah setigng perorangan atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bakiam lhukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kagiaisaha dalam

bidang eKonomi; —-=--==-=mmm s e e
6.4.10 Majelis Komisi menilai dari berbagai definisi menge asosiasi,
gambaran paling umum menggambarkan bahwa asosiagipakan
organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingaggotanya yang
merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yaniyjuzer untuk
membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya sbessama-sama
dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibak@ingdengan
kepentingan iNidiVUA] ----------------msmmmmmm e
6.4.11 Majelis Komisi menilai GAMCA adalah asosiasi ingsit pemeriksa
kesehatan Tenaga Kerja Indonesia yang telah mempatgyaratan dan
mendapat persetujuan dari GCC (Pasal 6 AD). Nanaland mendanai
kegiatan organisasinya, GAMCA memperoleh dana darig pangkal
anggota, uang iuran anggota, sumbangan dan/atduabagang tidak

6.4.12 Majelis Komisi menilai dari pengertian ini, dapaitatik kesimpulan
bahwa tujuan dari asosiasi lebih terfokus padaatugkonomi. GAMCA
merupakan suatu asosiasi yang menaungi saranaskeaehatan yang
berorientasi pada profit di Jakarta, sehingga GAMiapat dikategorikan

sebagai pelaku usaha; --------=======m s m o
6.4.13 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada 6u4ti3 Bagian

Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha t&pénuhi, ------------------

6.5 Unsur pelaku usaha pesaing; ---------======m-——mmmmmm oo
6.5.1 Bahwa pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha rygngpunyai
kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasaabegksitan; -----------

2 Sirait, Ningrum NatasyaAsosiasi dan Persaingan usaha Tidak Sgelid@karta : Pustaka Bangsa Pers,
2003) hal. 113
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6.6

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

Bahwa GAMCA tidak berada dalam pasar bersangkutamg ysama
dengan Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-Nuly-Rahmabh,
Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az-Zahra, k&, Dewi

Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insaviigslem, Nur Huda,
Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dam-Zam, sehingga
GAMCA tidak bersaing dengan Klinik/sarana kesehateadical center
tersSebUL; ---m-mmm e

Bahwa Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-NuAr-Rahmah,
Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az-Zahra, k&, Dewi

Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insavigslem, Nur Huda,
Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dan-Zam adalah

pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa pemerikesahatan CTKI

ke Timur Tengah; —-------=-mm oo oo e e
Bahwa dalam definisi pasar bersangkutan di ataselidajKomisi
menyatakan pasar bersangkutan dalam perkara inilahadgasa
pemeriksaan kesehatan bagi CTKI ke Timur Tengaly yhlaksanakan
oleh Klinik/medical centrisarana kesehatan yang berada di bawah
asosiasi GAMCA di Jakarta; --------=-=======mmmmmmmmmm oo
Oleh karena Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, Ar, Ar-
Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az, Bakthir,
Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, dng Moslem, Nur
Huda, Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husdda, Zam-Zam

berada dalam pasar bersangkutan yang sama, ma&akip@k/sarana
kesehatamedical centertersebut adalah pelaku usaha yang saling

bersaing; --=-=-=-=====snmnm s e e eeeeeeee
Bahwa dengan demikian, GAMC#dak memenuhi unsur pelaku usaha
pesaing sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lgnjd-----------------------
Bahwa dengan demikian, Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amah MP, An-
Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, d&i Az-Zahra,
Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haah, Insani,
Moslem, Nur Huda, Rayhan, Salamat, Setu, Tihamda Husada, dan
Zam-Zammemenuhiunsur pelaku usaha pesaing;

Unsur perjanjian untuk menetapkan harga atas saaang dan atau jasa yang

harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan; -----------=======-=-=-memmmmmummo-

6.6.1

Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 5 Talh@9 lentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha kTi&zhat
menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbusdfin atau lebih
pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik temodispun tidak
LS 0 e
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6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.6.2 Bahwa Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MP, An-NuAr-Rahmabh,
Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az-Zahra, k&, Dewi
Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, Insaviipslem, Nur Huda,
Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Husada, dam-Zam telah
membuat kesepakatan tidak tertulis untuk menetaptaii jasa
pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah selipa&800.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan rdatautir 5.1 bagian
Tentang Hukum putusan ini; -==-==-=======mm s e

6.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian untuk nagrkein harga atas
suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar kdeBumen atau
pelangganterpenuhi; ---------=-=-m-mmm oo

Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------=mmcmeememe-

Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 5nTaB@9 menyatakan

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengamake usaha pesaingnya
yang bermaksud untuk mempengaruhi harga denganahengroduksi dan atau
pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapatgakdpatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tiddage ---------------------------
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebudaitkan dengan dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Undangwgimitamor 5 Tahun 1999,
maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unswapsebagai berikut; ------
Menimbang unsur pelaku usaha dan pelaku usahangetsd@h diuraikan dalam
pemenuhan unsur Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 TE®6 maka Majelis
Komisi memandang tidak perlu menguraikan kembasuarpelaku usaha dan
unsur pelaku usaha pesaing dalam Pasal 11 UndategigrNomor 5 Tahun
1999, —m

Menimbang bahwa Majelis Komisi menguraikan pemenubtasur lain dalam

Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 vyaityamgan untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dam @danasaran suatu
barang dan atau jasa, serta unsur dapat mengakibdtjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehagaeberikut; --------------------
Unsur perjanjian untuk mempengaruhi harga dengargatar produksi dan atau
pemasaran suatu barang dan atau jasa;-----————---------======mmmmmmmmmeeen
6.12.1 Bahwa Terlapor Afiat, Al-Hikmah, Amalia, Amanah MRn-Nur, Ar-
Rahmah, Ar-Raudah, Ar-Ridha, Assa’adah, Avida, Az, Bakthir,
Dewi Sartika, Fatahillah, Haji MCU-RS, Haninah, dng Moslem, Nur
Huda, Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta Hus#ala Zam-Zam telah
membuat kesepakatan untuk mempengaruhi harga pkesani kesehatan
CTKI ke Timur Tengah dengan cara menetapkan kuetmepksaan
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CTKI ke Timur Tengah sebagaimana diuraikan dalamir B2 bagian
tentang Hukum putusan ini; ==--===========m e

6.12.2 Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian untuk megghi harga
dengan mengatur produksi dan atau pemasaran saratnigbdan atau jasa
terpeNUNI; ==--mmmmm e m e e

6.13 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek molnagan atau persaingan

usaha tidak sehat; -----------=-=-mmm oo
6.13.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidhkt syang
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nbrmahun 1999
adalah persaingan antara pelaku usaha dalam mé@alakegiatan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jagadijfakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghapdratingan usaha;
6.13.2 Bahwa dengan adanya kesepakatan untuk mempengbhanba jasa
pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah dalamtukekuota
mengakibatkan sarana kesehatsdical centethanya dapat memeriksa
CTKI berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan dBAMCA setiap
bulannya; -------== -
6.13.3 Bahwa adanya pembatasan jumlah CTKI yang dapatikispeoleh sarana
kesehatamhedical centertelah menghambat sarana kesehatadical
center yang mempunyai banyak pelanggan untuk memeriks&l CT

6.13.4 Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkagadieya
persaingan usaha tidak sehatpenuhi; -------------=-=-m-mmommmmmm e
7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komeinpertimbangkan hal-hal
yang meringankan yaitu selama proses pemeriksaahGa, Afiat, Al-Hikmah,
Amalia, Amanah MP, An-Nur, Ar-Rahmah, Ar-Raudah;Rdha, Assa’adah, Avida,
Az-Zahra, Bakthir, Dewi Sartika, Fatahillah, HajiQW-RS, Haninah, Insani, Moslem,
Nur Huda, Rayhan, Salamat, Setu, Tihama, Tirta tasaan Zam-Zam bertindak
KOOPEratif; -=--mmmmmmmm e oo o o e e e
8. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang duda#alam Pasal 35 huruf e
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisirakemendasikan kepada
KOMIST UNTUK: =-=-mmmmmm e mmm e oo
8.1 Merekomendasikan kepada Pemerintaly. Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Kesehatan dan BNP2TKIukuntmelakukan
koordinasi dengaulf Cooperation Counci{GCC)/Dewan Kerjasama Negara-
negara Teluk (Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Sa@iinan, Qatar, dan Kuwait)
dalam penatalaksanaan dan pengawasan pemeriksseimaten Calon Tenaga
Kerja Indonesia (CTKI) ke Timur Tengah; -------——=---=--mmsmmmmm e
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8.2 Merekomendasikan kepada Pemerintaly. Kementerian Kesehatan untuk
meninjau kembali Pola Tarif Pemeriksaan KesehafBikl @ang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjen Yaoin Kementerian

Kesehatan sekaligus mengawasi pelaksanaan Pofa-Faft
9. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lupgkegiatan dan atau perbuatan
dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimanaksud Pasal 50 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999; -------m-mmmmmm e e
10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertinamadg atas, maka mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun,M@8felis Komisi: -----------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: GAMCA, tidak terbukti melang gar Pasal 5 dan Pasal
11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang LarangaRraktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------==m=m-mommmmmmmm oo

2. Menyatakan Terlapor II: Afiat, Terlapor IlI: Al-Hik mabh, Terlapor IV: Amalia,
Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapo r VII: Ar-Rahmah,
Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-Ridha, Te rlapor X: Assa’adah,
Terlapor XlI: Avida, Terlapor Xll: Az-Zahra, Terlapo r XllI: Bakthir, Terlapor
XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: Fatahillah, Terlapo r XVI. Haji MCU-RS,
Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII: Insani, Ter lapor XIX: Moslem,
Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlap or XXII: Salamat,
Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tihama, Terlap or XXV: Tirta Husada,
dan Terlapor XXVI: Zam-Zam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;--------=--=-===-==mmmemmmmmmmm e

3. Menyatakan Terlapor Il: Afiat, Terlapor Ill: Al-Hik mabh, Terlapor IV: Amalia,
Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapo r VII: Ar-Rahmah,
Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-Ridha, Te rlapor X: Assa’adah,
Terlapor XlI: Avida, Terlapor Xll: Az-Zahra, Terlapo r XllI: Bakthir, Terlapor
XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: Fatahillah, Terlapo r XVI. Haji MCU-RS,
Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII: Insani, Ter lapor XIX: Moslem,
Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlap or XXIl: Salamat,
Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tihama, Terlap or XXV: Tirta Husada,
dan Terlapor XXVI: Zam-Zam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
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Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangatangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----------------=-----ememmcmm e

Memerintahkan Terlapor II: Afiat, Terlapor Ill: Al- Hikmah, Terlapor IV:
Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI. An-Nur, Terlapor VII. Ar-
Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-R idha, Terlapor X:
Assa’adah, Terlapor Xl: Avida, Terlapor XlI: Az-Zah ra, Terlapor XIII:
Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: F atahillah, Terlapor XVI:
Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII : Insani, Terlapor XIX:
Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI. Rayhan, Terlapor XXII:
Salamat, Terlapor XXIIl: Setu, Terlapor XXIV: Tiham a, Terlapor XXV: Tirta
Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam untuk membatalkan kesepakatan tarif

pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah, ------—------------m-m-mmmmome oo

Memerintahkan Terlapor II: Afiat, Terlapor Ill: Al- Hikmah, Terlapor IV:
Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI. An-Nur, Terlapor VII. Ar-
Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-R idha, Terlapor X:
Assa’adah, Terlapor Xl: Avida, Terlapor XlI: Az-Zah ra, Terlapor XIII:
Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: F atahillah, Terlapor XVI:
Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII : Insani, Terlapor XIX:
Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI. Rayhan, Terlapor XXII:
Salamat, Terlapor XXIII: Setu, Terlapor XXIV: Tiham a, Terlapor XXV: Tirta
Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam untuk membatalkan kuota

pemeriksaan kesehatan CTKI ke Timur Tengah; ------—---------------m-mcmcmcmmm oo

Memerintahkan Terlapor II: Afiat, Terlapor Ill: Al- Hikmah, Terlapor IV:
Amalia, Terlapor V: Amanah MP, Terlapor VI: An-Nur, Terlapor VII: Ar-
Rahmah, Terlapor VIII: Ar-Raudah, Terlapor IX: Ar-R idha, Terlapor X:
Assa’adah, Terlapor Xl: Avida, Terlapor XlI: Az-Zah ra, Terlapor XIII:
Bakthir, Terlapor XIV: Dewi Sartika, Terlapor XV: F atahillah, Terlapor XVI:
Haji MCU-RS, Terlapor XVII: Haninah, Terlapor XVIII : Insani, Terlapor XIX:
Moslem, Terlapor XX: Nur Huda, Terlapor XXI: Rayhan, Terlapor XXII:
Salamat, Terlapor XXIIl: Setu, Terlapor XXIV: Tiham a, Terlapor XXV: Tirta
Husada, dan Terlapor XXVI: Zam-Zam masing-masing m&gumumkan
pembatalan kesepakatan tarif dan pembatalan kuota @meriksaan kesehatan

CTKI ke Timur Tengah pada 3 (tiga) surat kabar Nasbnal selambat-lambatnya
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Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawadatam Sidang Majelis Komisi pada
hari Senin, tanggal 25 Januari 2010 dan dibacakanuéla persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada h&enin tanggal25 Januari 20100leh Majelis Komisi yang
terdiri dari Dr. Sukarmi SH., MH., sebagai Ketuaj&lia, Ir. Nawir Messi, M.Sc, dan Dr.
A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebaénggota Majelis, dengan dibantu
oleh Nuzul Qur’aini Mardiya, S.H., M.H., dan Aruando, S.H. sebagai Panitera. ---------

Ketua Majelis,

ttd.
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis, Anggota Majelis,
ttd. ttd.
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.
Panitera,
ttd. ttd.
Aru Armando, S.H Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H, MH

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhamad Syuhadhak
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